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ABSTRAK 

Nurhikma Mashud. Sanksi Pidana Penyalahgunaan E-commerce dalam Sistem Cash 

On Delivery Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam (Studi 

Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK). (Dibimbing oleh Ibu Iin Mutmainnah). 

Penelitian ini membahas sanksi pidana terhadap penyalahgunaan E-commerce 

dalam sistem Cash On Delivery (COD) berdasarkan Putusan Nomor 

303/Pid.B/2022/PN.TJK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak 

pidana penyalahgunaan E-commerce melalui metode COD, pertimbangan hukum 

hakim dalam menjatuhkan putusan, serta tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap 

tindak pidana tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan 

hukum Islam. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara 

deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan E-commerce melalui 

metode COD dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu penipuan oleh penjual, 

penipuan oleh pembeli, manipulasi informasi elektronik, penyalahgunaan data pribadi, 

dan akses ilegal terhadap akun E-commerce. Berdasarkan Putusan Nomor 

303/Pid.B/2022/PN.TJK, perbuatan terdakwa termasuk penipuan oleh pembeli (buyer 

fraud) yang dilakukan dengan tipu muslihat untuk menguasai sepeda motor milik 

korban tanpa melakukan pembayaran. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 

(dua) tahun 6 (enam) bulan karena seluruh unsur tindak pidana penipuan telah 

terbukti. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk jarimah 

ta'zir karena mengandung unsur penipuan (tadlis) yang merugikan harta orang lain, 

sehingga penjatuhan sanksinya diserahkan kepada ulil amri dengan 

mempertimbangkan tingkat kesalahan dan kemaslahatan.  

 

Kata Kunci: E-commerce, Cash On Delivery (COD), Penipuan, Hukum Pidana 

Nasional, Hukum Pidana Islam. 
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

1. Transliteriasi 

a. Konsonan  

 Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain 

lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan 

transliterisnya ke dalam huruf latin: 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tha Th Te dan ha ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di ح

bawahnya) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Dhal Dh de dan ha ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش
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 Shad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Za ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ՚ Apostrof ء

 Ya Y Ye ؠ

 

Hamzah (ء ) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika terletak di tengan atau akhir, ditulis dengan tanda (‘). 

b. Vokal 
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1) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasi sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ا

2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ـؘيِ 

 fathah dan wau Au a dan u ۔َوِْ

Contoh: 

 kaifa : كَيْفَِ

:ِحَوْلَِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ḥaulaِِِِِِِِِِِِِ 

c. Maddah  

Maddah atau  vokal panjang yang  lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

اـَِ / ـىَ  Fathah dan alif 

ayau ya 

Ā A dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya Ī I dan garis di ـيِِْ

atas 
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 Dammah dan ـوُِْ

wau 

Ū U dan garis di 

atas 

Contoh: 

ماَتَِ : māta 

 rāma : رَمی

تُوِْيَمُ  : yamūtu 

d. Ta Marbutah 

 Transliterasi untuk ta marbutah  ada dua: 

1)  ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah (t). 

2)  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah (h). 

Kalau pada kata yang terakhir dengan  ta marbutah  diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah itu transliterasinya dengan ha (h). 

Contoh: 

ضَةِِوِْرَ           : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah 

ينَْةٌِالفَْاضاَِةِدِِالَْمَ  : al-mādinah al-fāḍilah atau al-mādinatul faḍilah 

حِكْمَةٌالَْ            : al-hikmah 

e. Syaddah (Tasydid) 

 Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (ِِّـ), dalam transliterasi ini dilambangkan 



xvi 

 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā :   ربَِّنَاَِ

 najjainā :   نجَِّيَنْاَ

الَحَْقٌِِِِّ : al-haqq 

 al-hajj :   الَحْجٌَِّ

 nu’’ima :     نُعِِّمَ

 aduwwun’:    عَدُوٌِّ

 Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( يِّـِِ ), maka ia transliterinya seperti huruf maddah (i).  Contoh: 

 arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘arabiy)‘ :  عرَبَيٌِ 

 ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)‘ :    علَيٌِ 

f. Kata sandang 

 Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf  لا 

(alif lam ma’rifah).  Dalam pedoman transliterasi ini katta sandang 

ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah  

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisaha dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar(-), contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَمْسُِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

لَةُزَِلْزَِّالَ      : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

 al-falsafah : الَفلَْسفََةُ               

 al-bilādu : بِلاَدُِِِِِِ        

g. Hamzah  
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 Aturan transliterasi  huruf hamzah menjadi apostrof (‘), hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arab ia berupa 

alif. Contoh: 

 ta’muruna : تأَمرُُونَْ

ءُِِِالنَِّوْ  : al-nau’ 

ءٌِِِشيَْ  : syai’un 

تُِِمرِْٲ  : umirtu 

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

 Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur’an 

(dar Qur’an), Sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi ẓilal al-qur’an 

Al-sunnah qabl al-tadwin 

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab 

i. Lafz al-Jalalah (الله) 

 Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. Contoh: 
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  billah    بلِلِّهِ      dīnullah  ديِنْاُللهِِِِِ

adapun  ta marbutah  di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: 

 hum fī rahmatillāh   همُفِْيرحَْمَةاِللهِِِِِ

j. Huruf Kapital 

 Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman 

ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, 

digunakan untuk menuliskan huruf nama diri (orang, tempat, bulam) dan 

huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada 

awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusī 

Abū Nasr al-Farabi 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu  (anak dari) dan 

Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

referensi. Contoh: 

Abū al-Walid Muhammda ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū 
al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) 
 



xix 

 

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamid (bukan: 
Zaid, Naṣr Ḥamid Abū) 

2. Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  =  subḥānahū wa ta’āla 

saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s  =  ‘alaihi al-sallām 

H  =  Hijriah 

M  =  Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.  = Lahir Tahun 

w.  =  Wafat Tahun 

QS.../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4 

HR  = Hadist Riwayat 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 صفحة  = ص

 بدون = دم

 صلىاللهعليهوسلم = صلعم

 طبعة = ط

 بدونناشر = دن

 إلىآخرها/إلىآخره = الخ

 جزء = ج

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam 

teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut: 
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a. ed.  : Editor (atau, eds. [dari kataeditors] jika lebih dari satu orang editor). 

Karena dalam bahasa  Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau 

lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan 

kaki/akhir, ed. tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan 

tanda koma(,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. tanda koma (,) 

yang sama juga mengantarai kata ed. dengan judul buku (menjadi: ed.,). Dalam 

daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. dapat ditempatkan 

sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika 

diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, “Diedit 

oleh....” 

b. et al.: “Dan lain-lain” “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis 

dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-

kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, 

penggunaannya harus konsisten. 

c. Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau 

literatur sejenis biasanya perlu disebutkan telah dicetak lebih dari sekali, 

terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam isi, tata letak 

halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan 

yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang 

bersangkutan. 

d. Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya 

terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya. 



xxi 

 

e. Vol.: Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku 

atau  ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab 

biasanya digunakan juz. 

f. No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah 

berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memengaruhi berbagai 

aspek kehidupan, termasuk bidang hukum  mendorong transformasi masyarakat 

menuju era digital yang ditandai dengan berkembangnya berbagai sistem 

elektronik berbasis internet.1 Perkembangan ini memberikan manfaat yang 

signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas berbagai aktivitas 

manusia, khususnya pada sektor ekonomi melalui sistem perdagangan berbasis 

electronic commerce (E-commerce).2 Transformasi tersebut memungkinkan 

terjadinya transaksi jual beli secara daring tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. 

Salah satu metode pembayaran yang berkembang dan banyak digunakan dalam 

praktik E-commerce adalah sistem Cash On Delivery (selanjutnya disebut COD), 

yaitu metode pembayaran yang dilakukan oleh konsumen pada saat barang 

diterima. Sistem ini pada dasarnya memberikan kemudahan serta rasa aman bagi 

konsumen karena pembayaran dilakukan setelah barang sampai di tangan 

pembeli. 

Selain itu, metode pembayaran COD berperan dalam memperluas akses 

perdagangan elektronik kepada berbagai lapisan masyarakat. Tidak seluruh 

masyarakat memiliki akses terhadap layanan perbankan atau sistem pembayaran 

                                                             
 1 Andi Marlina dan Nur Aulia Rachim, Tindak Pidana Penipuan Berbasis Elektronik 

(Yogyakarta: KBM Indonesia, 2025), 67. 
2 Afida Ainur Rokfa et al., “Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery 

(Cod) Pada Media E-Commerce,” Jurnal Bina Mulia Hukum 6, no. 2 (2022): 161–173, 

https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.533. 
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non-tunai. Oleh karena itu, keberadaan COD menjadi alternatif pembayaran yang 

memungkinkan masyarakat yang masih mengandalkan transaksi tunai untuk tetap 

berpartisipasi dalam E-commerce, termasuk di wilayah dengan keterbatasan 

infrastruktur dan literasi digital. Hal ini turut mendukung peningkatan inklusivitas 

ekonomi dan pemerataan akses terhadap perdagangan digital.3 

Namun di balik kemudahan tersebut, perkembangan transaksi elektronik juga 

menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah meningkatnya 

tindak pidana penipuan berbasis online. Pelaku memanfaatkan kepercayaan 

konsumen, celah sistem, serta rendahnya literasi hukum masyarakat untuk 

memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan memberikan informasi 

yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan.4 Perbuatan tersebut tidak 

hanya dapat dijerat dengan ketentuan dalam KUHP, tetapi juga diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 28 ayat (1). 

Selanjutnya, ketentuan ini telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2024 guna memperkuat perlindungan hukum serta menyesuaikan dengan 

perkembangan kejahatan dalam transaksi elektronik.  

Penipuan melalui media online pada dasarnya memiliki karakteristik yang 

sama dengan penipuan konvensional, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP 

lama (UU No. 1 Tahun 1946) atau dalam Pasal 492 dalam Undang-Undang No 1 

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut 

KUHP). Akan tetapi, penggunaan sarana elektronik menjadikan pembuktian dan 

                                                             
3 Ana Maria Marero Meka et al., “Transaksi Online Dan Pembayaran Cash On Delivery 

(COD) Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata,” Journal of Administrative and 

Social Science 6, no. 1 (2025): 204–214, https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.2110. 

 4 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Status Literasi Digital 

Indonesia 2022 (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2022). 
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pertanggungjawaban pidananya lebih kompleks, terutama dalam membuktikan 

unsur tipu muslihat, niat jahat (mens rea), serta hubungan kausal antara perbuatan 

pelaku dan kerugian korban.5  

Dalam praktiknya, sistem COD tidak hanya berpotensi menimbulkan 

kerugian bagi konsumen, tetapi juga dapat merugikan pihak produsen atau 

penjual.6 Bagi produsen atau penjual, sistem COD mengandung risiko yang cukup 

besar, terutama apabila pembeli bertindak dengan itikad tidak baik. Kerugian 

dapat terjadi ketika pembeli menolak membayar setelah barang diserahkan, 

pemesanan fiktif, memberikan identitas palsu, atau bahkan membawa kabur 

barang tanpa melakukan pembayaran. Kondisi ini menyebabkan produsen 

kehilangan barang sekaligus menanggung kerugian materil, biaya pengiriman, 

serta waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan dalam proses transaksi dan juga 

menurunkan kepercayaan produsen terhadap sistem COD, sehingga beberapa 

platform E-commerce membatasi atau menyesuaikan layanan, yang pada akhirnya 

mempengaruhi kemampuan produsen menjangkau pasar secara optimal.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan sistem COD tidak hanya 

menimbulkan kerugian ekonomi dan operasional bagi produsen, tetapi juga 

berdampak secara hukum. Risiko yang timbul dari tindakan konsumen yang tidak 

bertanggung jawab dapat bereskalasi menjadi tindak pidana, khususnya penipuan, 

yang menuntut intervensi hukum untuk memberikan efek jera dan melindungi 

hak-hak pihak yang dirugikan. Fenomena ini menegaskan bahwa kasus-kasus 

                                                             
5 Puti Priyana et al., “Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Dalam 

Persfektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia,” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 14, no. 1 

(2026), https://doi.org/10.29303/ius. 
6 Afzil Ramadian et al., “Menavigasi Risiko Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) 

Dalam E-Commerce: Kajian Kasus Shopee Di Indonesia,” Master: Jurnal Manajemen Dan Bisnis 

Terapan 4, no. 1 (2024), https://doi.org/10.30595/jmbt.v4i1.22580. 
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penyalahgunaan COD bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan juga persoalan 

hukum yang nyata dan telah terjadi di lapangan. 

Seperti halnya perkara penipuan dalam Putusan Nomor 

303/Pid.B/2022/PN.TJK yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan 

tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 yang dilakukan 

melalui media sosial Facebook. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti melakukan 

perbuatan penipuan dengan modus berpura-pura sebagai pembeli sepeda motor 

milik korban melalui sistem Cash On Delivery (COD), kemudian menguasai dan 

membawa pergi sepeda motor tersebut beserta dokumen kepemilikannya dengan 

menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Perbuatan tersebut tidak 

hanya menimbulkan kerugian bagi korban sebagai penjual, tetapi juga 

berimplikasi terhadap menurunnya rasa aman dalam transaksi elektronik, 

khususnya bagi pelaku usaha yang memanfaatkan mekanisme COD dalam 

kegiatan jual beli.  

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan keterangan saksi, 

pengakuan terdakwa, barang bukti, serta faktor yang memberatkan dan 

meringankan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembuktian dan pertimbangan 

yudisial merupakan faktor yang sangat menentukan dalam menetapkan kesalahan 

terdakwa dan menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.7 

Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku diharapkan mampu memberikan 

efek jera sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi korban. Namun, 

penerapan aturan tersebut dalam praktik seringkali menghadapi tantangan, seperti 

                                                             

 7 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 
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pembuktian digital, pelacakan identitas, dan kurangnya literasi masyarakat 

mengenai keamanan transaksi daring.8  

Dalam aplikasi nyata, sistem COD tidak sepenuhnya beroperasi sesuai 

dengan prinsip keadilan dan keterbukaan. Selain dari adanya penyimpangan yang 

dilakukan oleh para pelaku usaha, dalam beberapa situasi, konsumen 

juga memiliki andil terhadap munculnya masalah dalam proses transaksi. Hal 

ini dapat dilihat dari tindakan konsumen yang kurang teliti dalam 

memahami rincian produk, membuat pemesanan tanpa pertimbangan yang 

matang, sampai menolak pembayaran setelah barang diterima tanpa alasan yang 

jelas. Bahkan, ada juga konsumen yang mengklaim tidak pernah melakukan 

pemesanan, namun tetap menciptakan sengketa dengan penjual maupun 

kurir. Keadaan ini menghasilkan ketidakpastian dalam pelaksanaan transaksi COD 

dan bisa merugikan pihak lain, pada akhirnya menggoyahkan kepercayaan 

terhadap sistem transaksi elektronik.9 

Fenomena tersebut menunjukkan adanya permasalahan hukum dalam 

pelaksanaan sistem COD. Mekanisme transaksi yang pada dasarnya memberikan 

kemudahan justru dapat menimbulkan sengketa akibat adanya ketidakjelasan 

dalam proses transaksi, baik yang berkaitan dengan pemesanan, identitas para 

pihak, maupun objek transaksi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi 

ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.10 

                                                             
8 Sinta Dewi Rosad, Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, 

Regional, Dan Nasional, (Bandung: Refika Aditama, 2020). 

 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222. 

 10 Abdul Halim Barkatullah, “Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Di 

E-Commerce,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 14, no. 2 (2007), 

https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art8. 
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Ketidakpastian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah gharar, yaitu 

keadaan yang menunjukkan adanya ketidakjelasan, ketidaktegasan, atau unsur 

spekulatif dalam suatu akad yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi para 

pihak yang bertransaksi. Konsep gharar tidak hanya mencakup aspek objek 

transaksi, tetapi juga meliputi subjek hukum serta mekanisme pelaksanaan akad. 

Semakin tinggi tingkat ketidakjelasan dalam suatu transaksi, maka semakin besar 

pula potensi terjadinya ketidakseimbangan dan sengketa dalam hubungan 

muamalah.11 

Konsep gharar dalam transaksi COD tidak hanya dipahami sebagai larangan 

normatif, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka analisis untuk menilai keabsahan 

suatu transaksi. Melalui pendekatan tersebut, dapat diidentifikasi apakah suatu 

transaksi mengandung unsur ketidakjelasan pada aspek objek, subjek, maupun 

mekanisme akad. Selain itu, gharar juga berfungsi sebagai instrumen preventif 

dalam mencegah praktik penipuan (tadlis) dan kecurangan (ghasy) dalam 

transaksi digital. 

Keberadaan unsur gharar dalam transaksi COD tidak hanya berimplikasi 

pada aspek keperdataan, tetapi juga dapat berkembang menjadi permasalahan 

pidana ketika terdapat unsur kesengajaan untuk menipu atau merugikan pihak 

lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme penegakan hukum yang 

mampu memberikan perlindungan serta menjamin keadilan bagi para pihak. 

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan yang mengandung unsur penipuan dan 

                                                             
 11 Atik Devi Kusuma, “Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan 

Implikasinya,” Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum 2, no. 6 (2024), 

https://doi.org/https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1413. 
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merugikan pihak lain, meskipun tidak secara spesifik diatur jenis sanksinya dalam 

nash, tetap dapat dikenakan hukuman melalui konsep ta’zir.  

Ta’zir merupakan bentuk sanksi dalam hukum pidana Islam yang 

penentuannya diserahkan kepada otoritas yang berwenang (ulil amri) dengan 

mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, serta 

kemaslahatan umum. Dalam konteks penyalahgunaan E-commerce melalui sistem 

COD, penerapan ta’zir menjadi relevan karena perbuatan-perbuatan seperti 

manipulasi informasi produk, pengiriman barang yang tidak sesuai, maupun 

tindakan penolakan pembayaran secara tidak sah merupakan bentuk pelanggaran 

yang merugikan dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah. 

Dalam hukum pidana Islam setiap transaksi muamalah harus mengedepankan 

prinsip kejujuran (sidq), keadilan (‘adl), dan larangan merugikan pihak lain, 

Seperti dalam QS. Al-Mutaffifin / 83: 1 – 3. 

فِينَ   لۡمُطَف ِ ذاَ كَالوُهمُۡ أوَ وَإِ  ٢  نَّاسِ يَسۡتوَۡفوُنَ ٱلَّذِينَ إذِاَ ٱكۡتاَلوُاْ عَلىَ ٱل ١وَيۡلٞ ل ِ

زَنوُهُمۡ يخُۡسِرُونَ    ٣وَّ

Terjemahnya: 

 

 "Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila 

menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila 

mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."12 

Ayat ini menunjukkan bahwa tindakan curang merugikan pihak lain seperti 

penipuan dianggap sebagai pelanggaran serius. Rasulullah bersabda: 

                                                             
 12 Al-Qur'an, QS. Al-Muṭaffifīn/83:1–3, "Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) 

orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila 

mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi," terjemahan Kementerian 

Agama Republik Indonesia. 
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"Barangsiapa menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim 

No. 101)13  

Hadits ini menekankan bahwa perilaku curang dalam jual beli termasuk 

transaksi E-commerce modern merupakan dosa moral dan pelanggaran sosial. 

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan fleksibilitas hukum 

Islam dalam menegakkan prinsip keadilan dalam transaksi modern, sehingga 

perilaku merugikan dalam COD yang bersifat sengaja termasuk dalam kategori 

tadlis dan dapat dikenai sanksi pidana Islam.14 Ibn Qudamah dalam al-Mughni 

menyatakan bahwa pelaku yang merugikan orang lain melalui tipu daya wajib 

menanggung ganti rugi, dan hakim dapat menjatuhkan hukuman ta’zir sesuai 

derajat kesalahan.15 Ta’zir merupakan bentuk sanksi dalam hukum pidana Islam 

yang diberlakukan terhadap perbuatan yang tidak memiliki ketentuan hukuman 

secara tegas dalam Al-Qur’an maupun Sunnah, termasuk penyalahgunaan metode 

pembayaran Cash On Delivery (COD) dalam transaksi E-commerce.   

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan 

nomor 303/PID.B/2022PN.TJK dengan mengintegrasikan pembahasan antaran 

hukum pidana nasional dan hukum pidana islam. Analisis ini dilakukan untuk 

memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pertimbangan hukum 

yang digunakan dalam putusan tersebut, serta untuk menilai kesesuaian jika 

ditinjau dari perspektif kedua sistem hukum tersebut.  

                                                             

13 Muslim bin al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitab Iman, Hadis No. 101: “Barangsiapa menipu 

kami, maka ia bukan dari golongan kami.” 

14 Yusuf al-Qaradawi, Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami (Kairo: Maktabah 

Wahbah, 1995), 299–312. 

15 Ibn Qudamah, Al-Mughni, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 154–

160 (pembahasan tentang cacat barang, khiyār, dan kewajiban dhamān/ganti rugi akibat tadlīs). 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk tindak pidana penyalahgunaan E-commerce dengan 

metode Cash On Delivery sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 

303/Pid.B/2022/PN.TJK? 

2. Bagaimana pertimbangan Hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 

tindak pidana penipuan melalui sistem COD dalam Putusan Nomor: 

303/Pid.B/2022/PN.TJK? 

3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana 

penyalahgunaan E-commerce dengan metode COD yang terjadi dalam perkara 

tersebut? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis bentuk tindak pidana penyalahgunaan E-commerce 

dengan metode COD sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 

303/Pid.B/2022/PN.TJK. 

2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatukan putusan 

terhadap tindak pidana penipuan melalui sistem COD dalam putusan Nomor: 

303/Pid.B/2022/PN.TJK. 

3. Untuk menganalisis pandangan dan ketentuan Hukum Pidana Islam terhadap 

tindak pidana penyalahgunaan E-commerce dengan metode COD yang terjadi 

dalam perkara tersebut. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan 

pembaca mengenai penyalahgunaan E-commerce, sekaligus memberikan 

kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana, baik dari perspektif 

hukum nasional maupun hukum pidana Islam. Penelitian ini juga bertujuan 

untuk memperkuat pemahaman mengenai bentuk-bentuk tindak pidana dalam 

transaksi elektronik dan mekanisme penerapan sanksi pidana terhadap pelaku, 

sehingga memberikan dasar konseptual bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak 

hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam menangani kasus 

penyalahgunaan E-commerce dengan metode Cash On Delivery (COD). Hasil 

penelitian ini diharapkan membantu memahami modus operandi pelaku, pola 

penyalahgunaan transaksi, serta dasar hukum yang tepat untuk penerapan 

sanksi pidana, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih efektif dan 

adil. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi 

masyarakat, khususnya konsumen dan pelaku usaha E-commerce, untuk 

meningkatkan kewaspadaan dalam bertransaksi secara online dan mencegah 

terjadinya penipuan. 

3. Kegunaan Sosial dan Moral 

 Secara sosial dan moral, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan risiko penyalahgunaan E-commerce, khususnya 

transaksi dengan metode Cash On Delivery (COD), sehingga mendorong 
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masyarakat bertindak lebih waspada, bijak, dan bertanggung jawab dalam 

bertransaksi online. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya 

integritas, kejujuran, dan etika dalam bertransaksi, baik bagi pelaku usaha 

maupun konsumen, sehingga dapat mencegah praktik penipuan dan 

menumbuhkan perilaku yang adil serta bertanggung jawab dalam ekosistem 

perdagangan digital. 

E. Definisi Istilah 

1. Sanksi Tindak Pidana 

 Sanksi tindak pidana merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan 

terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Sanksi ini 

berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang bertujuan mewujudkan 

keadilan, mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, serta menjaga 

masyarakat dari berbagai tindakan yang merugikan. Dengan demikian, sanksi 

tindak pidana menjadi unsur pokok yang membedakan perbuatan yang 

melanggar hukum pidana dengan perbuatan yang diatur dalam hukum perdata 

atau hukum administratif. 

 Sanksi tindak pidana dapat berbentuk pidana pokok maupun pidana 

tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana denda, pidana 

kurungan, pidana mati, serta pidana rehabilitatif, tergantung pada jenis dan 

tingkat kesalahan pelaku.16 Sedangkan pidana tambahan dapat berupa 

pencabutan hak tertentu, perampasan barang hasil kejahatan, atau kewajiban 

membayar ganti rugi. Penerapan sanksi tersebut bertujuan agar hukum pidana 

                                                             
16 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 64 UU 

No. 1/2023 tentang KUHP (sanksi pidana: pokok, tambahan, dan khusus). 
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dapat berfungsi baik secara represif, untuk menindak pelanggar hukum, 

maupun preventif, untuk mencegah terjadinya tindak pidana. 

 Selain itu, sanksi tindak pidana juga memiliki fungsi rehabilitatif dan 

restoratif, khususnya dalam kasus-kasus di mana pelaku masih dapat dibina 

atau tindak pidana yang menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi. 

Pendekatan ini menegaskan bahwa sanksi pidana tidak semata-mata bersifat 

pembalasan, tetapi juga memperhatikan aspek kemanfaatan sosial, pemulihan 

hak korban, dan pembinaan moral masyarakat.17 Oleh karena itu, penerapan 

sanksi pidana harus mempertimbangkan prinsip kepastian hukum, keadilan, 

dan kesesuaian antara perbuatan dan hukuman. 

2. Penyalahgunaan E-commerce 

 E-commerce, merupakan aktivitas jual beli barang atau jasa yang 

dilakukan melalui platform digital, terutama internet. Proses transaksinya 

meliputi penawaran, pemesanan, pembayaran, hingga pengirirman produk 

kepada konsumen, yang semuanya dapat berlangsung secara digital tanpa 

interaksi fisik langsung antara penjual dan pembeli.18  

  E-commerce tidak hanya terbatas pada transaksi jual beli, tetapi juga 

 meliputi aktivitas bisnis pendukung seperti pemasaran digital, sistem 

 pembayaran elektronik, manajemen data pelanggan, dan logistik. Dengan 

 demikian, E-commerce merupakan bagian dari ekosistem ekonomi digital 

 yang mengintegrasikan teknologi informasi dengan praktik perdagangan 

                                                             
 17 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 

2005). 

18 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce: Studi Sistem 

Keamanan dan Hukum di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 1–5. 
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 tradisional. Secara hukum dan ekonomi, transaksi E-commerce menimbulkan 

 hak dan kewajiban yang sama dengan perdagangan konvensional, dengan 

 perbedaan utama pada media pelaksanaan dan perlindungan data digital.19  

  Penyalahgunaan E-commerce sendiri adalah tindakan yang melanggar 

 hukum atau merugikan pihak lain dalam transaksi perdagangan elektronik. 

 Dalam  konteks penelitian ini, penyalahgunaan dapat berupa penipuan, 

 pembatalan pesanan secara sepihak setelah COD, atau tindakan lain yang 

 merugikan konsumen atau pelaku usaha. 

4. Cash On Delivery (COD) 

 Cash On Delivery adalah metode pembayaran dalam E-commerce di 

mana pembeli membayar barang yang dibeli secara tunai saat barang diterima, 

bukan melalui transfer atau pembayaran online.20 Metode ini memungkinkan 

transaksi secara langsung, tetapi juga berpotensi disalahgunakan, misalnya 

melalui penipuan atau pembatalan pesanan secara tidak sah. 

5. Hukum Pidana Nasional 

 Hukum Pidana Nasional merupakan cabang hukum yang mengatur 

perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan menetapkan sanksi 

bagi pelakunya. Hukum pidana memiliki fungsi utama untuk menjaga 

ketertiban masyarakat, melindungi hak individu, dan mencegah terjadinya 

kejahatan. Sumber utama hukum pidana nasional di Indonesia adalah Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta peraturan perundang-

                                                             
19 Niru Anita Sinaga dan Imam Haryanto, “Perkembangan Electronic Commerce (E-

Commerce) dalam Perspektif Hukum,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 11, no. 1 (2020): 1–20. 
20 Ana Maria Marero Meka, Yossie M. Y. Jacob, dan Helsina Fransiska Pello, “Transaksi 

Online dan Pembayaran Cash On Delivery (COD) Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata,” Journal of Administrative and Social Science 6, no. 1 (2025): 206–208. 
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undangan terkait, yang disusun berdasarkan prinsip keadilan, kepastian 

hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.21 

 Selain itu Hukum pidana nasional juga mengatur unsur-unsur tindak 

pidana, pertanggungjawaban pidana, dan ancaman hukuman bagi pelaku. 

Fungsi hukum pidana bersifat ganda, yakni sebagai instrumen represif, untuk 

menindak pelanggar hukum dan memberikan efek jera, serta sebagai 

instrumen preventif, untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui kepastian 

sanksi.22 Dengan demikian, hukum pidana nasional tidak hanya sekadar 

memuat aturan sanksi, tetapi juga mencerminkan filosofi perlindungan sosial 

dan pemeliharaan ketertiban umum. 

6. Hukum Pidana Islam (Jinayah) 

 Hukum pidana  islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia, 

baik di dunia maupun di akhirat. Syariat menetapkan kewajiban dasar yang 

harus dilaksanakan setiap individu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. 

Pelaksanaan kewajiban tersebut tidak hanya berdampak pada diri sendiri, 

tetapi juga memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.23  

 Hukum pidana Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga 

ketertiban masyarakat, melindungi hak individu, serta mencegah perbuatan 

kejahatan. Dalam perspektif Islam, hukum pidana tidak hanya bersifat 

normatif dan represif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual, karena 

                                                             
21 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat 

(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 25. 

 22 Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), 12–18. 

 23 Islamul Haq, “Penjara Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi Dan Efek 

Jera,” Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 4 No. 1 (2020): 136. 
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setiap pelanggaran dianggap berdampak pada hubungan manusia dengan 

Allah SWT dan masyarakat.24 

 Jinayah membedakan antara jenis-jenis tindak pidana berdasarkan 

sumber hukumnya. Secara umum, hukum pidana Islam membagi tindak 

pidana menjadi tiga kategori, yaitu: hudud, yang merupakan pelanggaran 

dengan hukuman yang telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur’an dan 

Hadis; qisas, yang mengatur pembalasan setimpal bagi pelaku kejahatan 

tertentu, seperti pembunuhan atau penganiayaan; dan ta’zir, yaitu tindak 

pidana yang tidak secara spesifik diatur hukuman dalam syariat dan 

diserahkan kepada otoritas penguasa untuk menentukan sanksi sesuai dengan 

kondisi dan tingkat kesalahan pelaku.25 

 Hukum pidana Islam menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan 

kemaslahatan umat, sehingga penerapannya memperhatikan unsur 

kesengajaan, kapasitas pelaku, dan niat dalam melakukan perbuatan. Selain 

itu, Jinayah juga mengandung fungsi preventif, yaitu mencegah timbulnya 

perbuatan yang merugikan individu maupun masyarakat, sekaligus menjadi 

sarana pembinaan moral dan religius bagi masyarakat. Dengan demikian, 

hukum pidana Islam tidak hanya menekankan aspek hukuman semata, tetapi 

juga tujuan edukatif dan reformasi sosial. 

 Penerapan Jinayah bervariasi sesuai dengan mazhab fiqh, konteks 

sosial, serta sistem hukum nasional di berbagai negara berpenduduk mayoritas 

                                                             
24 Rima Aulia Maftukha dan Fikri Hidayat El-Izat, “Kajian Hukum Pidana dalam Perspektif 

Islam: Konsep, Prinsip, dan Implementasi,” LexIslamica: A Multidiciplinary Approach to Islamic 

Law and Its Contemporary Applications 2, no. 8 (2025): 2. 
25 M. Sulaiman, “Kajian Literatur tentang Fikih Jinayah dan Sumber Hukum Pidana Islam,” 

Values: Jurnal Pengabdian dan Kajian Keislaman 2, no. 3 (2024): 201–203. 
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Muslim. Beberapa negara mengadopsi hukum pidana Islam secara penuh, 

sementara yang lain mengintegrasikannya dengan hukum nasional modern, 

sehingga hukum pidana Islam berperan sebagai pedoman moral, etika, dan 

hukum yang tetap relevan dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer. 

F. Tinjauan Penelitian Relevan 

1. Mahardhika Fakhrudiansyah Zen (2025) dalam penelitian berjudul Analisis 

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi 

Dalam Transaksi Cash On Delivery (Cod).26 Perkembangan teknologi 

informasi dan internet telah mendorong perubahan signifikan dalam dunia 

perdagangan, yang dikenal dengan istilah E-commerce. Proses jual beli di E-

commerce tidak lagi membutuhkan interaksi fisik antara penjual dan pembeli, 

melainkan dilakukan melalui platform digital seperti situs web, aplikasi, atau 

media sosial.  

 Peningkatan akses internet dan adopsi teknologi digital telah 

menjadikan E-commerce sebagai salah satu sektor yang tumbuh paling cepat, 

memberikan kenyamanan dan kecepatan dalam bertransaksi. Salah satu 

metode transaksi yang populer dalam E-commerce adalah Cash On Delivery 

(COD), di mana konsumen membayar barang saat diterima di rumah. COD 

memberikan kenyamanan bagi konsumen yang mungkin tidak memiliki akses 

ke layanan pembayaran online, atau yang menginginkan jaminan bahwa 

barang akan diterima sebelum pembayaran dilakukan. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengkaji dan menganalisis bentuk penyalahgunaan data pribadi 

                                                             

26 Mahardhika Fakhrudiansyah Zen, Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap 

Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transaksi Cash on Delivery (COD) (Skripsi, Universitas 

Tidar, 2025) 
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dalam transaksi COD dan Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan 

hukum bagi kosumen terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi 

COD.  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diatas, terdapat 

persamaan serta perbedaan antara judul skripsi yang akan diteliti. Adapun 

persamaannya yaitu terletak pada konteksnya yang sama-sama berhubungan 

dengan transaksi elektronik atau E-commerce, khususnya yang menggunakan 

metode pembayaran COD. Keduanya juga menunjukkan adanya potensi 

kerugian bagi konsumen maupun produsen akibat perbuatan melawan hukum 

dalam transaksi online, baik berupa penyalahgunaan data pribadi maupun 

penipuan. Dengan demikian, keduanya memberikan gambaran mengenai 

risiko hukum yang dapat timbul dalam praktik perdagangan elektronik serta 

pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen.  

 Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian, dasar hukum, dan 

tujuan akhirnya. Analisis perlindungan hukum konsumen terhadap 

penyalahgunaan data pribadi bersifat preventif dan evaluatif, dengan tujuan 

menilai kecukupan regulasi dan memberikan rekomendasi perbaikan hukum. 

Sebaliknya, Studi Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK bersifat represif 

karena berfokus pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku setelah 

terjadinya tindak pidana. Selain itu, analisis perlindungan konsumen lebih 

menyoroti aspek hak dan kewajiban dalam hukum perdata dan administrasi, 

sedangkan putusan pengadilan tersebut menekankan sanksi pidana sebagai 

bentuk pertanggungjawaban hukum. 
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2. Muhammad Irfan Pratama, (2024) dalam penelitian berjudul dalam penelitian 

berjudul Perbandingan Hukum Indonesia Dan Hukum Islam Dalam Layanan 

Cash On Delivery Pada Platform E-commerce Lazada.27 Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis perbandingan hukum positif dan hukum Islam 

dalam mengatur layanan Cash On Delivery (COD) pada platform E-commerce 

Lazada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis 

normatif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi 

kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan Lazada, serta 

literatur terkait hukum Islam.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum positif 

di Indonesia, layanan COD di Lazada diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. Lazada wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dalam 

undang-undang tersebut, termasuk kewajiban memberikan informasi yang 

jelas dan lengkap kepada konsumen serta menyediakan mekanisme 

penyelesaian sengketa.  

 Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, layanan COD harus 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan 

maisir. Transaksi harus dilakukan dengan jelas, transparan, dan adil, serta 

memenuhi kewajiban perjanjian. Hukum Islam juga menekankan pentingnya 

perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa secara musyawarah. 

Meskipun terdapat perbedaan dalam landasan hukum, baik hukum positif 

                                                             
  27 Muhammad Irfan Pratama, Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Islam 

 dalam Layanan Cash On Delivery pada Platform E-Commerce Lazada (Skripsi, UIN Syarif 

 Hidayatullah Jakarta, 2024). 
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maupun hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak dan 

kepentingan konsumen serta memastikan transaksi yang adil dan jujur. 

Penelitian ini memberikan pemahaman tentang kerangka hukum yang 

mengatur layanan COD di Lazada serta implikasinya terhadap praktik E-

commerce di Indonesia.  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diatas, terdapat 

persamaan serta perbedaan antara judul skripsi yang akan diteliti. Persamaan 

antara kedua kajian tersebut adalah keduanya berada dalam ranah hukum 

transaksi E-commerce dan mempelajari fenomena Cash On Delivery, serta 

menghubungkannya dengan prinsip hukum Islam. Kedua penelitian 

menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah konsep hukum, 

norma peraturan, dan prinsip-prinsip syariah yang relevan dalam konteks 

transaksi online, dengan tujuan memberikan gambaran tentang kepastian 

hukum, perlindungan para pihak, serta aspek keadilan dalam praktik COD. 

 Perbedaannya terletak pada fokus analisis dan cabang hukum yang 

dibahas. Kajian perbandingan hukum Indonesia dan hukum Islam pada COD 

Lazada bersifat komparatif normatif dalam konteks hukum perdata dan 

muamalah, yang membandingkan tujuan hukum dan prinsip kedua sistem 

hukum dalam memperlakukan layanan COD secara umum.  

 Sedangkan kajian penyalahgunaan E-commerce COD berdasarkan 

putusan 303/Pid.B/2022/PN.TJK bersifat pidana, karena menelaah perbuatan 

yang diduga melanggar hukum pidana dan sanksi atas perbuatan tersebut 

menurut hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam (jarimah/ta’zir). 

Dengan kata lain, kajian pertama lebih menekankan legalitas dan prinsip 
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transaksi yang adil dan halal, sementara kajian kedua menangani aspek 

pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran yang terjadi dalam transaksi 

online melalui COD. 

3. Laras Sari Lestyani, (2024) dalam penelitian berjudul Tinjauan Hukum 

Perlindungan Konsumen Terhadap Deskripsi Produk Yang Tidak Sesuai di E-

commerce Shopee.28 Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi 

konsumen yang menerima produk dari shopee yang tidak sesuai dengan 

deskripsi, termasuk peran pemerintah dalam pengawasan sengketa serta 

pemenuhan hak konsumen atas kerugian yang dialami. 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diatas, terdapat 

persamaan serta perbedaan antara judul skripsi yang akan diteliti. Persamaan 

antara kedua kajian tersebut terletak pada fokus keduanya terhadap 

perlindungan hukum dalam transaksi elektronik (E-commerce). Kedua 

penelitian menyoroti permasalahan hukum yang muncul akibat 

penyalahgunaan sistem perdagangan online, seperti ketidaksesuaian informasi 

produk atau tindak penipuan dalam transaksi daring. Keduanya juga sama-

sama mengkaji pertanggungjawaban pelaku dalam penyalahgunaan E-

commerce, serta menekankan pentingnya penegakan hukum dalam menjamin 

keadilan di sektor perdagangan digital yang kini semakin berkembang pesat di 

Indonesia.  

 Perbedaan kedua penelitian tersebut terletak pada fokus permasalahan 

dan pendekatan hukum yang digunakan. Penelitian pertama menelaah 

                                                             
  28 Laras Sari Lestyani, Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Deskripsi 

 Produk yang Tidak Sesuai di E-Commerce Shopee (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 

 2024). 
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perlindungan konsumen dari perspektif hukum perdata dan administratif, 

khususnya terkait ketidaksesuaian antara deskripsi produk dan barang yang 

diterima konsumen pada platform Shopee, dengan berlandaskan pada Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  

 Sementara penelitian kedua berfokus pada aspek hukum pidana 

mengenai penyalahgunaan transaksi E-commerce melalui metode pembayaran 

Cash On Delivery (COD) yang berujung pada tindak pidana penipuan, yang 

dianalisis berdasarkan hukum pidana nasional serta dibandingkan dengan 

hukum pidana Islam dengan merujuk pada Putusan Nomor 

303/Pid.B/2022/PN.TJK. Dengan demikian, penelitian pertama menekankan 

tanggung jawab perdata dan perlindungan konsumen, sedangkan penelitian 

kedua menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana dan penerapan 

sanksi hukum dalam transaksi E-commerce. 

4. Lidya fransiska (2023) dalam penelitian berjudul Perlindungan Hukum 

Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On 

Delivery (Cod) Di Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen.29 Pesatnya perkembangan jual beli online 

mempermudah konsumen dalam mendapatkan barang atau jasa, terutama 

sejak hadirnya metode pembayaran Cash On Delivery COD yang banyak 

diminati masyarakat.  

                                                             
29 Lidya Fransiska, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Online 

dengan Sistem Cash on Delivery (COD) di Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen (Skripsi, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2023). 
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 Cash On Delivery COD merupakan sistem pembayaran yang 

dilakukan saat barang diterima oleh konsumen. Penelitian ini mengkaji bentuk 

perlindungan hukum, hambatan dalam pelaksanaanya, serta upaya 

penyelesaiannya. Analisisnya menggunakan lima faktor penegakan hukum 

Soerjono Soekanto, yaitu peraturan, aparat penegak hukum, sarana, 

masyrakat, dan kebudayaan. Adapun teori yang digunakan meliputi teori 

perlindungan hukum, perlindungan konsumen, perjanjian, dan keadilan.  

 Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan 

mengkaji fakta hukum yang terjadi di masyarakat sebagai data primer, 

kemudian melengkapinya dengan data sekunder melalui studi kepustakaan. 

Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat pelaku usaha yang melanggar 

hak kkonsumen sebagaimana dalam Pasal 4 huruf (b), (c), (h), Pasal 7, Pasal 8 

ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen.  

 Permasalahan perlindungan konsumen juga dipengaruhi oleh 

rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya serta terbatasnya 

sosialisasi dan penyuluhan hukum. Oleh karena itu, konsumen perlu lebih 

berhati-hati dalam melakukan transaksi daring dan melaporkan pelanggaran 

yang dilakukan pelaku usaha. Di sisi lain, diperlukan penyelarasan regulasi 

serta sosialisasi perlindubgan konsumen secara rutin melalui kegiatan luring 

maupun daring. 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diatas, terdapat 

persamaan serta perbedaan antara judul skripsi yang akan diteliti. Kedua 

penelitian tersebut memiliki persamaan karena sama-sama membahas 
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persoalan yang muncul dalam transaksi jual beli online dengan metode Cash 

On Delivery (COD). Keduanya menyoroti risiko penyalahgunaan dalam 

praktik E-commerce serta pentingnya perlindungan hukum dalam memberikan 

kepastian, keamanan, dan penegakan keadilan bagi para pihak yang terlibat. 

 Selain itu, kedua penelitian berada dalam ranah hukum dan berfokus 

pada bagaimana aturan perundang-undangan diterapkan untuk menangani 

permasalahan yang timbul dalam transaksi digital. Perbedaannya terletak pada 

fokus kajian dan pendekatan hukumnya. Penelitian pertama lebih 

menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi konsumen di Pekanbaru, 

dengan dasar analisis utama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, sehingga pembahasannya berfokus pada hak dan 

kewajiban konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, serta mekanisme 

perlindungan yang diberikan oleh undang-undang tersebut.  

 Sementara penelitian kedua menitikberatkan pada penerapan sanksi 

pidana terhadap pelaku penyalahgunaan E-commerce, dengan mengkaji kasus 

dalam Putusan 303/Pid.B/2022/PN.TJK dan membandingkan penerapan 

hukumnya dalam Hukum Pidana Nasional serta Hukum Pidana Islam, 

sehingga orientasinya lebih pada aspek pertanggungjawaban pelaku dan dasar 

penjatuhan pidana dalam dua sistem hukum yang berbeda. 

5. Eko Budi Cahyono (2023) dalam penelitian berjudul Perlindungan Hukum 

Terhadap Konsumen Pada Transaksi E-commerce Melalui Pembayaran Cash 

On Delivery.30 Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen 

                                                             
  30 Eko Budi Cahyono, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pada Transaksi E-

 Commerce melalui Pembayaran Cash On Delivery (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

 2023). 
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dalam tansaksi jual beli daring melalui metode Cash On Delivery pada 

aplikasi Shopee, khuhsusnya terkait mekanisme pengaduan dan penyelesaian 

sengketa. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan yang diberikan 

kepada konsumen dalam proses komplain serta langkah penyelesaian apabila 

terjadi permasalahan dalam tansaksi COD.  

Penelitian ini menggunakan normatif-empiris dengan pendektana 

kasus dan peraturan perudang-undngan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ransaksi e-commerce melalui metode COD di Shopee masih menghadapi 

pelanggaran terhadap hak konsumen, husunya terkat informasi produk dan 

penyampaian keluhan. Meskipun ketentuan hukum kebijakan shopee telah 

mengatur mekanisme COD, keterbatasan informasi yang diterima para pihak 

masih menjadi salah satu penyebab munculnya sengketa  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diatas, terdapat 

persamaan serta perbedaan antara judul skripsi yang akan diteliti. Kedua 

penelitian tersebut memiliki persamaan terletak pada objek kajiannya, yaitu 

transaksi E-commerce dengan metode pembayaran Cash On Delivery (COD), 

serta pada perhatian terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat 

penyalahgunaan mekanisme pembayaran tersebut. Kedua penelitian sama-

sama menelaah hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi E-

commerce dan dampak hukum yang ditimbulkan.  

 Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan hukum 

yang digunakan. Penelitian pertama menitikberatkan pada perlindungan 

hukum terhadap konsumen dengan menggunakan pendekatan hukum perdata 

dan hukum perlindungan konsumen, khususnya terkait pemenuhan hak 
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konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha. Sementara itu, penelitian kedua 

berfokus pada aspek hukum pidana, yakni penerapan sanksi terhadap tindak 

pidana penyalahgunaan E-commerce dalam metode pembayaran COD, yang 

dianalisis berdasarkan hukum pidana nasional serta dibandingkan dengan 

hukum pidana Islam melalui studi putusan pengadilan. 

G. Landasan Teori  

1. Sanksi Pidana dalam KUHP 

 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi pidana 

merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang 

terbukti melakukan tindak pidana sebagai akibat dari perbuatan melawan 

hukum.31 Pemberian sanksi tersebut merupakan konsekuensi atas perbuatan 

yang bertentangan dengan hukum serta menjadi sarana untuk menegakkan 

norma, menjaga ketertiban umum, dan melindungi kepentingan masyarakat. 

Penjatuhan pidana tidak sekadar bersifat represif atau pembalasan terhadap 

pelaku, melainkan harus dilandasi oleh norma hukum yang berlaku, asas-asas 

fundamental hukum pidana, serta tujuan pemidanaan yang jelas dan terukur. 

 Secara konseptual, sanksi pidana adalah konsekuensi yuridis yang 

dijatuhkan melalui putusan hakim kepada individu yang terbukti melakukan 

tindak pidana secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, sanksi pidana 

memiliki fungsi ganda, yakni sebagai sarana perlindungan kepentingan 

hukum masyarakat sekaligus sebagai instrumen penegakan ketertiban, 

keadilan, dan kepastian hukum. Fungsi ini menegaskan bahwa pemidanaan 

bukan sekadar pembalasan, tetapi juga merupakan mekanisme untuk 

                                                             
31 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 54–56. 
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menciptakan efek jera, mencegah terulangnya tindak pidana, serta 

mengupayakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku.  

 Sanksi pidana berlandaskan pada sejumlah teori pemidanaan yang 

memiliki orientasi berbeda. Pertama, teori absolut (retributif) menekankan 

bahwa pidana merupakan bentuk pembalasan yang setimpal atas kesalahan 

pelaku. Pendekatan ini menganggap bahwa setiap tindak pidana menimbulkan 

kewajiban moral untuk dijatuhi pidana yang proporsional, sehingga tercipta 

keadilan substantif. 

 Kedua, teori utilitarian atau relatif memandang pidana sebagai sarana 

untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik terhadap pelaku sendiri 

(pencegahan khusus) maupun terhadap masyarakat luas (pencegahan umum). 

Pendekatan ini menitikberatkan manfaat pidana sebagai alat perlindungan 

masyarakat dan pengendalian sosial, bukan sekadar sebagai sarana 

pembalasan. 

 Ketiga, teori gabungan mengintegrasikan unsur pembalasan dan 

pencegahan. Pendekatan ini menekankan bahwa pidana harus tetap 

mencerminkan keadilan substantif melalui pembalasan yang seimbang, 

sekaligus memiliki fungsi preventif dan rehabilitatif. Sistem pemidanaan 

modern mengadopsi teori gabungan, di mana pidana tidak hanya 

menimbulkan penderitaan bagi pelaku, tetapi juga diarahkan pada 

perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial pelaku. Konsep 

ini menjadi dasar bagi pengembangan pidana alternatif dan keadilan restoratif 

yang menekankan pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, serta perlindungan 

kepentingan masyarakat.  
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 Dalam praktik hukum pidana, sanksi pidana dapat dibedakan menjadi 

pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam KUHP. Pidana 

pokok mencakup pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, 

dan pidana tutupan.32 Setiap jenis pidana pokok memiliki karakteristik dan 

tujuan yang berbeda. Pidana mati dan pidana penjara menekankan aspek 

represif dan preventif, dengan pidana penjara tidak hanya membatasi 

kebebasan pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan dan 

reintegrasi sosial agar pelaku dapat kembali berperan secara positif di 

masyarakat. 33 

 Pidana kurungan dan pidana denda memiliki sifat lebih ringan dan 

fleksibel, dapat disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampak tindak 

pidana, di mana pidana denda berperan sebagai sanksi finansial yang efisien 

tanpa membatasi kebebasan fisik pelaku, namun tetap memberikan efek jera. 

Pidana tambahan, seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, 

dan pengumuman putusan hakim, diterapkan untuk menghilangkan 

keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana sekaligus menegaskan 

prinsip keadilan, sehingga pemidanaan bersifat seimbang dan proporsional. 

Pelaksanaan sanksi pidana harus senantiasa memperhatikan asas-asas hukum 

pidana, yang menjadi pedoman utama agar pidana tidak bersifat sewenang-

wenang.  

                                                             
32 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 108–112. 

33 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2010), 23–30. 
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 Asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat 

dipidana tanpa aturan hukum yang sah sebelumnya, sehingga memberikan 

kepastian hukum bagi setiap individu.  

a. Asas kesalahan, menuntut adanya unsur kesengajaan (dolus) atau 

kelalaian (culpa) pada diri pelaku sebagai dasar pertanggungjawaban 

pidana. 

b.  Asas individualisasi, mengharuskan hakim mempertimbangkan 

kondisi pribadi pelaku, motif, latar belakang sosial, serta faktor-faktor 

yang memberatkan atau meringankan, agar pidana yang dijatuhkan 

sesuai dengan keadaan subjek hukum.  

c. Asas proporsionalitas, menekankan keseimbangan antara tingkat 

kesalahan dan besaran pidana, sehingga efek yang timbul pada pelaku 

dan masyarakat bersifat adil dan efektif.  

 Penerapan asas-asas ini memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya 

bersifat represif, tetapi juga objektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum 

yang berlaku.  

 Selain aspek normatif dan teoritis, sanksi pidana memiliki dimensi 

sosial dan filosofis yang signifikan. Secara sosial, sanksi pidana berfungsi 

untuk melindungi masyarakat, mencegah terjadinya kejahatan, dan 

memelihara ketertiban umum. Pidana juga berperan dalam menciptakan efek 

jera, mengendalikan perilaku, dan memfasilitasi reintegrasi pelaku ke dalam 

masyarakat. Secara filosofis, sanksi pidana menegaskan prinsip keadilan dan 

tanggung jawab moral individu atas perbuatan yang dilakukannya.  
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 Reformasi hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 tentang KUHP menekankan pendekatan yang lebih humanis, 

proporsional, dan berkeadilan, sekaligus membuka ruang bagi penerapan 

pidana alternatif dan prinsip keadilan restoratif, di mana pemulihan korban, 

rehabilitasi pelaku, dan perlindungan kepentingan masyarakat menjadi tujuan 

utama.34 Pendekatan ini menggeser paradigma pemidanaan dari yang semata-

mata bersifat represif menjadi sistem yang seimbang antara perlindungan 

masyarakat, kepentingan korban, dan pembinaan pelaku.  

 Dengan demikian, sanksi pidana dalam KUHP memiliki dimensi yang 

komprehensif, mencakup aspek normatif, teoritis, sosial, dan filosofis. 

Pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan, tetapi juga 

sebagai instrumen perlindungan masyarakat, pencegahan tindak pidana, serta 

pembinaan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Reformasi KUHP 

2023 semakin menegaskan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan 

kemanusiaan dalam penjatuhan sanksi pidana, sekaligus memberikan 

kerangka yang lebih fleksibel bagi penerapan pidana alternatif dan keadilan 

restoratif, sehingga pemidanaan dapat dijalankan secara efektif, adil, dan 

sesuai dengan tujuan hukum pidana modern.  

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

 Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam 

hukum pidana, baik dalam sistem hukum nasional maupun hukum pidana 

Islam. Dalam hukum pidana nasional, pertanggungjawaban pidana 

                                                             
34 Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana” (2023). 
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menekankan pada unsur kesalahan (schuld) pelaku, yaitu kemampuan pelaku 

untuk menyadari dan mengendalikan perbuatannya.35 Seorang pelaku hanya 

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang 

dilakukannya memenuhi unsur delik, dilakukan dengan kesadaran, dan 

menimbulkan akibat hukum yang nyata terhadap orang lain atau masyarakat. 

 Dalam teori pertanggungjawaban pidana, tingkat kesalahan (schuld) 

diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (dolus) dan 

kelalaian (culpa). Klasifikasi ini berfungsi sebagai parameter penting dalam 

menentukan jenis serta berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan. 

Semakin tinggi derajat kesalahan yang dapat dibuktikan, semakin besar pula 

pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku. Kesengajaan 

mengandung unsur kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap perbuatan 

beserta akibat yang ditimbulkannya, sehingga perbuatan tersebut dilakukan 

dengan kesadaran penuh. Sementara itu, kelalaian menunjukkan adanya 

kekurangan kehati-hatian atau kurangnya perhatian yang semestinya dapat 

diperkirakan oleh pelaku, meskipun akibat yang timbul tidak dikehendaki 

secara langsung.  

 Pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada keberadaan 

kesalahan, tetapi juga pada kemampuan pelaku untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Seseorang hanya 

dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia berada dalam keadaan sadar 

serta memiliki kemampuan untuk memahami makna perbuatannya beserta 

konsekuensi hukum yang mungkin timbul darinya. Dengan demikian, hukum 

                                                             
 35 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 45. 
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pidana menilai apakah pelaku memiliki kemampuan untuk bertindak secara 

rasional dan bertanggung jawab atas tindakannya. Pertimbangan ini menjadi 

penting, khususnya terhadap individu yang belum mencapai kedewasaan, 

mengalami gangguan kejiwaan, atau berada dalam situasi tekanan tertentu, 

karena kondisi-kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat 

pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan.   

 Aspek niat dan tujuan pelaku merupakan elemen yang memiliki 

signifikansi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan yang 

dilakukan dengan maksud secara sadar untuk merugikan pihak lain 

mencerminkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi, sehingga konsekuensi 

pertanggungjawaban yang dikenakan pun menjadi lebih berat dibandingkan 

dengan perbuatan yang terjadi akibat kelalaian atau ketidaktahuan.36 Prinsip 

tersebut sejalan dengan asas keadilan dalam hukum pidana, yang menuntut 

agar penjatuhan sanksi dilaksanakan secara proporsional berdasarkan derajat 

kesalahan serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.  

 Dalam kerangka hukum pidana, pertanggungjawaban pidana 

merupakan konsep fundamental yang menekankan hubungan kausal antara 

perbuatan pelaku dan akibat hukumnya. Tindakan yang menimbulkan 

kerugian materiil, gangguan keamanan, atau dampak sosial memiliki tingkat 

pertanggungjawaban yang lebih tinggi dibandingkan perbuatan yang tidak 

menimbulkan akibat nyata. Konsep ini tidak hanya menitikberatkan pada 

kesalahan individu, tetapi juga menegaskan fungsi sosial dari penerapan 

                                                             
36 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2005): 88–90. 
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sanksi pidana, yaitu sebagai instrumen preventif dan protektif untuk menjaga 

ketertiban, stabilitas sosial, serta penegakan norma hukum yang berlaku. 

Fungsi tersebut menjadi semakin relevan dalam dinamika masyarakat modern, 

khususnya dalam konteks interaksi ekonomi digital, di mana tingkat 

kepercayaan publik terhadap mekanisme dan keamanan transaksi digital dapat 

menjadi indikator efektivitas perlindungan hukum.37 

 Pertanggungjawaban pidana juga dapat dikaji melalui prinsip 

proporsionalitas dalam penjatuhan pidana, yaitu suatu pendekatan yang 

menuntut agar sanksi yang dikenakan sebanding dengan tingkat kesalahan dan 

akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Dalam menentukan jenis dan 

berat pidana, hakim mempertimbangkan besarnya kerugian, tingkat bahaya 

yang ditimbulkan, serta dampak sosial yang muncul sebagai konsekuensi dari 

tindak pidana. Pendekatan ini memberikan ruang bagi sistem hukum pidana 

untuk mengakomodasi berbagai tujuan pemidanaan, yakni tujuan retributif 

(pembalasan), rehabilitatif (perbaikan atau pembinaan pelaku), dan preventif 

(pencegahan terhadap terulangnya tindak pidana). Dengan demikian, 

penerapan prinsip proporsionalitas diharapkan mampu mewujudkan 

mekanisme penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, serta berfungsi 

secara komprehensif dalam kehidupan masyarakat. 

 Sejalan dengan dimensi preventif dan edukatif serta asas 

proporsionalitas dalam pemidanaan, penerapan pertanggungjawaban pidana 

harus bertumpu pada ketentuan hukum yang jelas dan memiliki kepastian. Hal 

ini menegaskan bahwa meskipun sanksi pidana diarahkan untuk memberikan 

                                                             
37 Ibid., 85. 
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efek pembelajaran, pencegahan, dan penegakan keadilan, pelaksanaannya 

tetap wajib berada dalam kerangka hukum yang sah dan terukur. Dengan 

demikian, keberlakuan pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata 

didasarkan pada pertimbangan moral maupun sosial, melainkan harus 

berlandaskan norma hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan 

hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.  

 Dalam kerangka tersebut, kepastian hukum menjadi prasyarat 

fundamental bagi legitimasi penjatuhan sanksi pidana. Tanpa adanya batasan 

normatif yang tegas, penerapan pertanggungjawaban pidana berpotensi 

menimbulkan kesewenang-wenangan serta mengaburkan standar keadilan 

yang hendak dicapai. Oleh karena itu, sistem hukum pidana mensyaratkan 

adanya asas yang secara eksplisit mengatur dasar keberlakuan suatu perbuatan 

sebagai tindak pidana sekaligus menentukan konsekuensi sanksinya. 

 Prinsip legalitas (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) 

menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan 

apabila perbuatan pelaku telah secara tegas diatur dan dikenai sanksi oleh 

undang-undang. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana berlandaskan 

norma hukum yang sah, diketahui masyarakat, dan sekaligus menjamin 

perlindungan hak-hak pelaku selama proses penegakan hukum.38 

 Berpijak pada asas tersebut, pertanggungjawaban pidana tidak hanya 

dipahami sebagai mekanisme formal untuk menjatuhkan sanksi, melainkan 

juga sebagai konstruksi teoritik yang menjelaskan dasar-dasar pembenaran 

                                                             

38 Beni Puspito dan Ali Masyhar, “Dynamics of Legality Principles in Indonesian National 

Criminal Law Reform,” Journal of Law and Legal Reform 4, no. 1 (2023): 129–148, 

https://doi.org/10.15294/jllr.v4i1.64078 
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pemidanaan. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak sekadar menilai ada atau 

tidaknya pelanggaran norma, tetapi juga mengkaji dimensi-dimensi yang 

melekat pada diri pelaku dan perbuatannya. karena Oleh itu, pembahasan 

mengenai pertanggungjawaban pidana perlu ditempatkan dalam kerangka 

konseptual yang lebih luas agar mampu menggambarkan keterkaitan antara 

norma, perbuatan, dan subjek hukum secara sistematis. 

 Dari sisi konseptual, pertanggungjawaban pidana merupakan kerangka 

normatif yang menyediakan dasar analisis untuk menilai perbuatan pelaku 

tindak pidana secara menyeluruh. Unsur-unsur seperti kesalahan (schuld), niat 

atau intensi, kapasitas bertindak, akibat perbuatan, fungsi sosial hukum, 

dimensi etis, serta asas legalitas menjadi acuan utama dalam menentukan 

bentuk dan berat sanksi. Kerangka ini memungkinkan pemidanaan dijalankan 

dengan prinsip proporsionalitas, keadilan, dan kemampuan menyesuaikan diri 

dengan dinamika masyarakat modern, termasuk dalam konteks interaksi 

ekonomi digital yang semakin kompleks. 39 

 Secara menyeluruh, teori ini menegaskan bahwa penjatuhan sanksi 

pidana harus didasarkan pada pertimbangan multidimensional yang mencakup 

aspek hukum, sosial, dan etis. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya 

untuk menyeimbangkan tujuan retributif, rehabilitatif, dan preventif dalam 

sistem pemidanaan, sekaligus menjamin terpeliharanya kepastian hukum 

melalui penerapan asas legalitas. Dengan landasan konseptual demikian, 

pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai fondasi teoritis yang 

                                                             
 39 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP dan KUHAP, ed. 

6 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 102–104. 
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kokoh dalam merumuskan sanksi yang proporsional, berkeadilan, serta 

responsif terhadap perkembangan dan kompleksitas masyarakat kontemporer.  

3. Teori Ta’zir dalam Hukum Pidana Islam 

 Dalam hukum pidana Islam, sanksi dibagi ke dalam tiga kategori 

utama, yaitu ḥudūd, qiṣāṣ-diyāt, dan ta‘zīr. Ta‘zīr merupakan jenis sanksi 

yang bentuk dan kadar hukumannya tidak ditentukan secara limitatif dalam 

nash, melainkan diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa (ulil amri) 

dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, kondisi pelaku, dampak yang 

ditimbulkan, serta kemaslahatan umum. Karakter fleksibel ini menjadikan 

ta‘zīr sebagai instrumen hukum yang responsif terhadap perkembangan sosial, 

termasuk bentuk-bentuk kejahatan ekonomi modern yang tidak dikenal pada 

masa klasik.  

 Dari segi dasar hukum, meskipun kadar hukuman ta’zir tidak diatur 

secara eksplisit dalam nash, keberadaannya tetap memiliki legitimasi normatif 

yang kuat. Prinsip-prinsip umum dalam Al-Qur’an dan Hadis, seperti 

kewajiban menegakkan keadilan, amar ma’ruf nahi munkar, dan perlindungan 

terhadap kepentingan masyarakat, menjadi landasan penerapan ta’zir. Ijma’ 

ulama juga mengakui ta’zir sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan 

Islam. Dengan demikian, ketiadaan pengaturan rinci tidak meniadakan 

legitimasi hukum ta’zir, melainkan menegaskan adanya ruang diskresi yang 

diberikan syariat kepada otoritas untuk menyesuaikan sanksi dengan konteks 

sosial dan kebutuhan masyarakat.  

 Apabila dikaji lebih mendalam, fleksibilitas ta’zir berakar pada prinsip 

maqashid al-shari’ah (tujuan-tujuan syariat). Dalam perspektif ini, setiap 
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ketentuan hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah 

kerusakan. Oleh karena itu, ta’zir dipahami sebagai instrumen hukum yang 

memungkinkan negara menjaga lima tujuan pokok syariat, yaitu perlindungan 

terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan 

(hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).  

 Dalam konsep uqubah ta’zir, penjatuhan sanksi diarahkan pada: 

pertama, pembinaan (ta’dīb), yaitu upaya mendidik dan membina pelaku agar 

menyadari kesalahan yang telah diperbuat serta memahami dampak negatif 

dari tindakannya, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. 

Melalui pembinaan ini, diharapkan tumbuh kesadaran moral dan tanggung 

jawab sehingga pelaku terdorong untuk memperbaiki perilakunya di masa 

mendatang. 40 

 Ta’dīb tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga 

pada proses perbaikan (islāh) yang menekankan perubahan sikap dan 

peningkatan kualitas akhlak. Penjatuhan sanksi Pendekatan ini menunjukkan 

bahwa ta‘zīr bersifat adaptif dan dapat menyesuaikan jenis serta kadar sanksi 

dengan niat pelaku, besar kecilnya kerugian, dan dampak sosial yang 

ditimbulkan.41 

 Kedua, pencegahan (zajr), yakni memberikan efek jera yang 

proporsional agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus menjadi 

peringatan bagi masyarakat luas. Unsur pencegahan ini penting untuk 

menjaga stabilitas dan ketertiban sosial, karena keberadaan sanksi yang tegas 

                                                             
40 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Damascus: Dar al-Fikr, 2003), 518. 

41 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2016), 137–139. 
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namun adil dapat menumbuhkan rasa hormat terhadap norma dan aturan. 

Dengan demikian, ta‘zīr berfungsi sebagai instrumen preventif yang 

memperkuat kesadaran hukum dan menekan potensi terjadinya pelanggaran 

serupa. 

 Ketiga, perlindungan kepentingan umum, yaitu menjaga ketertiban, 

keadilan, dan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Penjatuhan sanksi 

dalam kerangka ini bertujuan melindungi nilai-nilai dasar yang menjadi 

fondasi kehidupan bersama, seperti keamanan, kepercayaan, dan 

keharmonisan sosial. Melalui perlindungan terhadap kepentingan umum, 

ta‘zīr berperan memastikan bahwa setiap tindakan yang merugikan 

masyarakat dapat ditangani secara adil dan proporsional, sehingga tercipta 

keseimbangan antara hak individu dan kemaslahatan kolektif.  

 Bentuk-bentuk sanksi ta’zir terdapat beragam, tergantung pada tingkat 

pelanggaran, dampak sosial, dan kebijakan penguasa atau hakim. Beberapa 

bentuk umum sanksi ta’zir meliputi:  

a. Teguran lisan, yaitu peringatan atau nasihat langsung kepada pelaku 

untuk menghentikan perbuatannya.  

b. Denda atau pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi atas 

pelanggaran.  

c. Kurungan atau penahanan sementara untuk tujuan rehabilitatif dan 

pencegahan pengulangan tindak pidana.  

d. Pengucilan sosial atau stigma, berupa konsekuensi sosial yang 

menimbulkan efek jera dan menjaga moral masyarakat.  
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e. Hukuman administratif yang terkait dengan peraturan organisasi, 

pekerjaan, atau institusi tertentu, seperti pencabutan izin, penghentian 

jabatan, atau larangan menjalankan aktivitas tertentu. 

f. Pekerjaan sosial atau kewajiban memperbaiki kerusakan, di mana 

pelaku diwajibkan melakukan tindakan nyata yang bermanfaat bagi 

masyarakat atau memperbaiki kerusakan yang diakibatkan 

perbuatannya.  

 Ketiadaan ketentuan kadar hukuman yang baku dalam nash 

memberikan keleluasaan bagi penguasa atau hakim untuk menyesuaikan 

bentuk dan tingkat sanksi ta’zir sesuai konteks kasus dan tingkat kesalahan, 

sehingga tetap relevan untuk menangani pelanggaran modern, termasuk tindak 

pidana ekonomi, penyalahgunaan teknologi, atau pelanggaran hukum 

administratif.  Berangkat dari fleksibilitas ini, penerapan uqūbah ta’zir 

menjadi instrumen penting yang memungkinkan sanksi tersebut diterapkan 

secara proporsional dan kontekstual. Hal ini menjadikan ta’zir tidak sekadar 

teori, tetapi juga mekanisme hukum yang dapat berfungsi ganda, yaitu 

preventif untuk memberi efek jera bagi pelaku dan masyarakat agar tidak 

melakukan pelanggaran serupa, serta rehabilitatif untuk membimbing pelaku 

kembali pada moral dan nilai-nilai sosial yang berlaku.  

H. Metode Penelitian  

1. Pendekatan dan jenis penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan 

penelitian hukum normative yuridis berdasarkan perbandingan (coparative 

approach), permasalahan kasus (case approach), dan perundang-undangan 
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(statue approach). Penelitian Normatif sendiri memiliki arti penelitian yang 

seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturn 

perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan melalui kaidah atau 

norma, yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang 

dianggap pantas oleh Masyarakat 

 penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yang 

diarahkan kepada pencarian data atau informasi melalui dokumen dokumen, 

baik itu dokumen tertulis, foto, gambar, jurnal, perundangundangan, maupun 

dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. 

2. Jenis dan sumber data  

 Untuk membangun analisis yang komprehensif terhadap permasalahan 

hukum yang dikaji, penelitian ini menggunakan sumber data primer yang 

secara langsung berkaitan dengan aspek normatif dan yuridis dari objek 

penelitian. Sumber data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, 

antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur 

ketentuan mengenai delik penipuan melalui Pasal 378 dalam KUHP lama dan 

pasal 492 dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku pada saat ini, beserta pasal-

pasal terkait lainnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE) yang mengatur perbuatan melawan hukum dalam transaksi elektronik, 

serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi daring.  
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 Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Putusan Pengadilan 

Negeri Tanjung Karang Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK sebagai objek utama 

kajian untuk menelaah penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan E-

COMMERCE melalui metode pembayaran Cash On Delivery  

 Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder yang berfungsi 

untuk memberikan penjelasan, analisis, dan penafsiran terhadap ketentuan 

hukum yang relevan. Sumber sekunder tersebut meliputi literatur hukum 

pidana, hukum pidana Islam, serta kebijakan kriminal, selain publikasi ilmiah 

seperti skripsi, dan artikel akademik yang membahas tindak pidana penipuan 

online, perlindungan konsumen, dan penerapan sanksi pidana dalam transaksi 

elektronik. Pemanfaatan sumber data sekunder ini bertujuan untuk 

memperkuat analisis normatif, memperluas perspektif akademis, dan 

mendukung pembahasan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian.  

3. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi 

kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah dan mengkaji bahan-

bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelitian yuridis 

normatif menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku, 

sehingga data diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan.  

 Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur 

hukum yang relevan, meliputi buku-buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, 

hasil penelitian terdahulu, serta skripsi yang membahas permasalahan sejenis. 

 Adapun Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan nomor 
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303/PID.B/2022/PN.TJK yang telah berkekuatan hukum tetap, yang diperoleh 

dari direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau sumber 

resmi peradilan lainnya. Putusan pengadilan digunakan karena memuat kaidah 

hukum dan pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) yang berkaitan 

langsung dengan isu hukum yang diteliti.
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BAB II  

BENTUK TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN E-COMMERCE 

MELALUI METODE CASH ON DELIVERY (COD) DALAM PUTUSAN 

NOMOR 303/PID.B/2022/PN.TJK 

A. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan E-commerce Melalui Metode Cash On 

Delivery (COD) 

Metode pembayaran Cash On Delivery (COD) di E-commerce memudahkan 

pengguna untuk membayar dengan uang tunai saat barang telah tiba, metode ini 

banyak digunakan di berbagai platform seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok 

Shop di Indonesia.42 Namun, fleksibilitas ini sering kali dimanfaatkan oleh pelaku 

kejahatan siber dalam berbagai cara menipu, sehingga menimbulkan kerugian 

finansial yang mencapai miliaran rupiah setiap tahun. Sebagai contoh, terdapat 

beberapa bentuk tindak penyalahgunaan COD yang kerap terjadi dalam praktik 

transaksi E-commerce dan menimbulkan kerugian bagi konsumen maupun pihak 

penyedia layanan perdagangan elektronik.  

1. Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Cash On Delivery (COD) 

  Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan 

E-commerce yang paling sering terjadi dalam transaksi menggunakan metode 

Cash On Delivery (COD). Penipuan dilakukan dengan menggunakan tipu 

muslihat, identitas palsu, maupun rangkaian kebohongan yang bertujuan 

untuk menggerakkan pihak lain menyerahkan barang atau memberikan suatu 

                                                             
42 Maisyarah dan Hendra, “Studi Efektivitas Metode Pembayaran Cash on Delivery (COD) 

Dalam Transaksi E-Commerce Di Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai,” An-Najah: Journal 

of Islamic Economics 1, no. 1 (2025): 112–113. 
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keuntungan kepada pelaku.43 Dalam transaksi COD, pelaku biasanya berpura-

pura menjadi pembeli yang memiliki itikad baik, kemudian memanfaatkan 

kepercayaan penjual untuk memperoleh barang tanpa memenuhi kewajiban 

pembayaran sebagaimana telah disepakati. Modus tersebut menunjukkan 

adanya penyalahgunaan terhadap sistem pembayaran COD yang pada 

dasarnya dirancang untuk memberikan rasa aman bagi para pihak dalam 

bertransaksi. 

  Dalam perspektif hukum pidana nasional, tindak pidana penipuan 

diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang 

mengatur mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

secara melawan hukum melalui penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu 

muslihat, atau rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain 

untuk menyerahkan barang. Ketentuan tersebut juga dipertahankan dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. Oleh karena itu, apabila penyalahgunaan sistem COD 

memenuhi unsur-unsur tersebut, maka pelaku dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diterapkan dalam Putusan 

Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK.  

2. Tindak Pidana Penggelapan dalam Transaksi Cash On Delivery (COD) 

  Penggelapan merupakan bentuk penyalahgunaan E-commerce yang 

terjadi ketika seseorang menguasai barang milik orang lain yang sebelumnya 

telah berada dalam penguasaannya secara sah, kemudian dengan sengaja 

                                                             
43 Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda (Malang: Bayumedia Publishing, 

2003), 115–117. 
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memiliki atau menguasainya secara melawan hukum. Dalam transaksi Cash 

On Delivery (COD), keadaan tersebut dapat terjadi apabila penjual 

menyerahkan barang kepada calon pembeli untuk diperiksa atau dicoba, 

namun pembeli justru membawa barang tersebut tanpa melakukan 

pembayaran maupun mengembalikannya kepada pemilik. Perbuatan tersebut 

menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh 

pemilik barang kepada pelaku dalam proses transaksi. 

  Penggelapan memiliki perbedaan mendasar dengan penipuan. Pada 

tindak pidana penipuan, pelaku sejak awal telah menggunakan tipu muslihat 

untuk memperoleh barang, sedangkan pada penggelapan penguasaan barang 

diperoleh secara sah terlebih dahulu, kemudian disalahgunakan untuk 

kepentingan pelaku. Dalam hukum pidana Indonesia, penggelapan diatur 

dalam Pasal 372 KUHP yang memberikan sanksi terhadap setiap orang yang 

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau 

sebagian merupakan milik orang lain yang berada dalam penguasaannya 

bukan karena kejahatan.44 Oleh karena itu, pembedaan antara penipuan dan 

penggelapan menjadi penting dalam menentukan pasal yang tepat terhadap 

penyalahgunaan transaksi COD. 

3. Pemalsuan atau Penyalahgunaan Identitas Elektronik 

  Pemalsuan atau penyalahgunaan identitas elektronik merupakan salah 

satu bentuk penyalahgunaan E-commerce yang dilakukan dengan 

menggunakan identitas milik orang lain atau membuat identitas palsu untuk 

melakukan transaksi melalui media elektronik. Identitas tersebut dapat berupa 

                                                             
 44 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1996), 249–252. 
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nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik (e-mail), maupun akun 

pada platform E-commerce. Dalam transaksi Cash On Delivery (COD), 

penggunaan identitas palsu umumnya dilakukan untuk menyembunyikan 

identitas pelaku sehingga korban mengalami kesulitan dalam melakukan 

penelusuran apabila terjadi tindak pidana. Tindakan tersebut juga digunakan 

untuk memperoleh kepercayaan dari penjual agar transaksi dapat berlangsung 

tanpa menimbulkan kecurigaan. 

  Pemalsuan identitas elektronik tidak hanya merugikan penjual sebagai 

korban, tetapi juga dapat merugikan pemilik identitas yang digunakan tanpa 

hak. Perbuatan tersebut sering menjadi bagian dari rangkaian tindak pidana 

penipuan karena identitas palsu digunakan sebagai sarana untuk memperoleh 

barang atau keuntungan secara melawan hukum. Seiring berkembangnya 

teknologi informasi, penggunaan identitas elektronik dalam transaksi digital 

semakin meningkat sehingga penyalahgunaannya juga menjadi salah satu 

bentuk kejahatan siber yang memerlukan penegakan hukum secara efektif. 

Oleh karena itu, penggunaan identitas elektronik dalam transaksi E-

commerce harus dilakukan secara benar, jujur, dan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. 

4. Manipulasi Informasi Elektronik 

  Manipulasi informasi elektronik merupakan salah satu bentuk 

penyalahgunaan E-commerce yang dilakukan dengan mengubah, 

menyembunyikan, atau menyampaikan informasi elektronik secara tidak 

benar untuk memperoleh keuntungan atau merugikan pihak lain dalam suatu 
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transaksi.45 Dalam praktik perdagangan melalui sistem elektronik, manipulasi 

informasi dapat dilakukan dengan mencantumkan deskripsi produk yang 

tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, memalsukan bukti pembayaran, 

mengubah harga barang, menggunakan foto produk yang menyesatkan, 

maupun menyampaikan informasi yang tidak benar mengenai spesifikasi, 

kualitas, atau ketersediaan barang. Pada transaksi Cash On Delivery (COD), 

manipulasi informasi elektronik dapat memengaruhi keputusan penjual 

maupun pembeli sehingga transaksi tetap berlangsung meskipun didasarkan 

pada informasi yang tidak benar. Perbuatan tersebut bertentangan dengan 

prinsip kejujuran, transparansi, dan itikad baik yang menjadi dasar 

penyelenggaraan transaksi elektronik. 

  Dalam perspektif hukum pidana, manipulasi informasi elektronik 

dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur 

perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. 

Penggunaan informasi elektronik yang tidak benar sebagai sarana untuk 

memperoleh keuntungan dapat menjadi bagian dari tindak pidana penipuan, 

khususnya apabila dilakukan melalui tipu muslihat atau rangkaian 

kebohongan yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau 

hak miliknya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan perlindungan terhadap 

keandalan dan keabsahan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem 

elektronik. Oleh karena itu, setiap pelaku transaksi E-commerce wajib 

                                                             
 45 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
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menyampaikan informasi secara benar, lengkap, dan bertanggung jawab guna 

menciptakan kepastian hukum, kepercayaan, serta perlindungan bagi seluruh 

pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik. 

 

5. Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Transaksi E-commerce 

  Penyalahgunaan data pribadi merupakan salah satu bentuk 

penyalahgunaan E-commerce yang dilakukan dengan memperoleh, 

mengakses, menggunakan, mengungkapkan, atau menyebarluaskan data 

pribadi seseorang tanpa hak atau tanpa persetujuan pemiliknya. Data pribadi 

dalam transaksi elektronik meliputi nama, alamat, nomor telepon, alamat 

surat elektronik (e-mail), nomor identitas kependudukan, hingga informasi 

rekening atau akun pengguna. Dalam transaksi Cash On Delivery (COD), 

data pribadi memiliki peranan penting karena digunakan sebagai dasar 

identifikasi para pihak serta sebagai informasi pendukung dalam proses 

pengiriman barang. Namun, perkembangan teknologi informasi juga 

meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi, seperti penggunaan 

identitas orang lain untuk melakukan transaksi, pembuatan akun palsu, 

maupun pemanfaatan data konsumen untuk melakukan tindak pidana 

penipuan. 

  Penyalahgunaan data pribadi tidak hanya mengakibatkan kerugian 

materiil bagi pemilik data, tetapi juga dapat mengancam hak atas privasi dan 

keamanan informasi pribadi. Oleh karena itu, negara memberikan 

perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang 

Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur bahwa setiap pemrosesan data 
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pribadi harus dilakukan secara sah, terbatas, transparan, dan berdasarkan 

persetujuan pemilik data. Selain itu, penyalahgunaan data pribadi yang 

dilakukan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dalam transaksi E-

commerce dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila 

memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, 

perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu aspek penting dalam 

mewujudkan transaksi elektronik yang aman, terpercaya, serta memberikan 

kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. 

6. Akses Ilegal terhadap Akun E-commerce 

  Akses ilegal terhadap akun E-commerce merupakan salah satu bentuk 

penyalahgunaan transaksi elektronik yang dilakukan dengan cara memasuki, 

menguasai, atau menggunakan akun milik orang lain tanpa hak.46 Perbuatan 

ini umumnya dilakukan melalui pencurian kata sandi (password), phishing, 

peretasan (hacking), penyebaran malware, maupun penyalahgunaan kode 

verifikasi (One Time Password/OTP) yang diperoleh secara melawan 

hukum.47 Dalam transaksi Cash On Delivery (COD), akses ilegal terhadap 

akun E-commerce dapat dimanfaatkan pelaku untuk melakukan pemesanan 

barang atas nama pemilik akun, mengubah alamat pengiriman, membatalkan 

transaksi, atau melakukan berbagai tindakan lain yang menimbulkan kerugian 

bagi pemilik akun maupun pihak penjual. Kondisi tersebut menunjukkan 

                                                             
 46 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya ketentuan 

mengenai akses tanpa hak terhadap sistem elektronik (Pasal 30 jo. Pasal 46 UU ITE sebelum 

perubahan). 

 47 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan 

dan Celah Hukumnya (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 83–92. 
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bahwa keamanan akun pengguna merupakan salah satu aspek penting dalam 

penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik.48 

  Dalam perspektif hukum pidana, akses ilegal terhadap akun E-

commerce merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena 

dilakukan tanpa hak untuk memperoleh akses terhadap sistem elektronik 

milik orang lain. Ketentuan mengenai larangan akses tanpa hak diatur dalam 

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang melarang setiap orang dengan sengaja 

dan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain 

dengan cara apa pun. Apabila akses ilegal tersebut dilakukan untuk 

memperoleh keuntungan, mengambil alih akun, atau digunakan sebagai 

sarana melakukan tindak pidana lain, seperti penipuan dalam transaksi E-

commerce, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena 

itu, perlindungan terhadap keamanan akun pengguna menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan transaksi E-commerce yang aman, 

terpercaya, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang 

terlibat. 

B. Bentuk Tindak Pidana Penyalahgunaan E-commerce dengan Metode 

Cash On Delivery (COD) dalam Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK  

 Analisis terhadap tindak pidana penyalahgunaan sistem e-commerce dengan 

metode Cash On Delivery (COD) dalam Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK 

                                                             
 48 Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 
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tidak dapat dilepaskan dari pemahaman atas kronologi perkara yang menjadi 

dasar pertimbangan hukum hakim. Oleh karena itu, penguraian mengenai 

rangkaian peristiwa dalam perkara a quo penting dilakukan guna menjelaskan 

bentuk perbuatan terdakwa serta cara pemanfaatan sistem transaksi COD dalam 

pelaksanaan tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi korban.  

 Perkara ini bermula ketika Aljun Asaddilla selaku korban bermaksud menjual 

satu unit sepeda motor Honda CBR 250 RR miliknya melalui media sosial 

Facebook dengan mencantumkan nomor WhatsApp yang dapat dihubungi oleh 

calon pembeli. Melalui unggahan tersebut, terdakwa Septa Aditya Kurniawan 

mengetahui adanya penawaran kendaraan dan kemudian menghubungi korban 

melalui WhatsApp dengan menyatakan minatnya untuk membeli sepeda motor 

tersebut. Setelah terjadi komunikasi dan proses tawar-menawar, kedua belah 

pihak menyepakati harga sebesar Rp42.500.000,00 dan sepakat melaksanakan 

transaksi menggunakan metode Cash On Delivery (COD) di Bandar Lampung.49  

 Sebelum transaksi dilaksanakan, terdakwa terlebih dahulu menemui Irman 

dengan alasan mencari tempat kontrakan. Setelah melihat kontrakan yang 

ditawarkan, terdakwa menyatakan kesediaannya untuk menyewa tempat tersebut 

dan kemudian meninggalkan lokasi. Pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 

WIB, terdakwa kembali ke rumah Irman bersama korban untuk melaksanakan 

transaksi yang sebelumnya telah disepakati. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa 

mengaku bahwa rumah Irman merupakan rumah orang tuanya. Keterangan 

tersebut menimbulkan keyakinan pada diri korban bahwa terdakwa merupakan 

calon pembeli yang dapat dipercaya sehingga korban tidak menaruh kecurigaan 

                                                             

49 Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK (2022) 
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terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terdakwa selama proses 

transaksi berlangsung.  

 Setelah memperoleh kepercayaan korban, terdakwa meminjam BPKB dan 

STNK sepeda motor dengan alasan akan memperlihatkan dokumen kendaraan 

tersebut kepada orang tuanya sebelum transaksi dilakukan. Selanjutnya, terdakwa 

juga meminta kunci kontak sepeda motor dengan alasan akan memindahkan 

kendaraan ke halaman rumah. Kepercayaan korban terhadap keterangan yang 

disampaikan terdakwa menyebabkan korban menyerahkan BPKB, STNK, dan 

kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa. Setelah memperoleh penguasaan 

atas kendaraan beserta dokumen-dokumennya, terdakwa langsung membawa 

sepeda motor tersebut tanpa persetujuan korban dan tanpa melakukan 

pembayaran sebagaimana yang telah disepakati dalam transaksi COD.  

 Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah berhasil membawa 

sepeda motor milik korban, terdakwa menuju wilayah Talang Padang, Kabupaten 

Tanggamus, dengan rencana menjual kendaraan tersebut untuk memperoleh 

keuntungan pribadi. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian 

sebesar Rp42.500.000,00. Menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban 

penipuan, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak 

kepolisian. Berdasarkan laporan tersebut, aparat penegak hukum berhasil 

menangkap terdakwa sebelum sepeda motor tersebut sempat dijual serta 

mengamankan barang bukti berupa sepeda motor beserta dokumen kendaraan 

untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan.50  

                                                             
 50 Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK 
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 Berdasarkan kronologi tersebut, dapat dipahami bahwa penyalahgunaan 

metode Cash On Delivery (COD) dalam perkara ini dilakukan melalui 

serangkaian tindakan yang dirancang untuk memperoleh kepercayaan korban. 

Terdakwa memanfaatkan media sosial Facebook sebagai sarana untuk 

menemukan calon korban, kemudian menggunakan komunikasi melalui 

WhatsApp guna membangun hubungan dan mencapai kesepakatan transaksi.  

 Selanjutnya, terdakwa menciptakan keadaan yang tidak sesuai dengan 

kenyataan dengan mengaku bahwa rumah yang digunakan sebagai lokasi 

transaksi merupakan rumah orang tuanya. Melalui rangkaian tipu muslihat 

tersebut, terdakwa berhasil menggerakkan korban untuk menyerahkan kendaraan 

beserta dokumen-dokumennya sehingga terdakwa dapat menguasai objek 

transaksi tanpa melakukan pembayaran. Dengan demikian, metode Cash On 

Delivery (COD) yang pada dasarnya bertujuan memberikan kemudahan dan 

keamanan dalam transaksi jual beli justru dimanfaatkan oleh terdakwa sebagai 

sarana untuk melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban.51  

 Perkara ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan tidak selalu 

dilakukan dengan kekerasan atau ancaman. Dalam kasus ini, terdakwa 

menggunakan pendekatan persuasif dan membangun kepercayaan korban terlebih 

dahulu sebelum akhirnya membawa kabur barang milik korban. Cara tersebut 

membuat korban secara sukarela menyerahkan kendaraan beserta surat-suratnya 

kepada terdakwa.52     

                                                             
 51 Nurul Qamar dan Hardianto Djanggih, “Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum 

Pidana Indonesia,” Jurnal Ius Constituendum 4, No. 1 (2019): 95–96. 

52 M. Rifqi Hidayat dan Abdul Madjid, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan 

Berdasarkan Pasal 378 KUHP,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10, no. 2 (2024): 512–520. 
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 Pembahasan mengenai bentuk tindak pidana penyalahgunaan E-commerce 

melalui metode Cash On Delivery (COD) dalam Putusan Nomor 

303/Pid.B/2022/PN.TJK menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan dengan 

cara menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk memperoleh 

keuntungan secara melawan hukum serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain. 

Karakteristik perbuatan tersebut menempatkannya sebagai perbuatan yang berada 

dalam ruang lingkup hukum pidana dan memiliki konsekuensi hukum berupa 

kemungkinan dikenakannya sanksi pidana terhadap pelaku. Dalam perspektif 

teori sanksi pidana, keberadaan suatu tindak pidana menjadi dasar bagi negara 

untuk memberikan reaksi hukum melalui pemidanaan sebagai sarana 

perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilanggar. 
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BAB III  

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN 

TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI SISTEM COD 

DALAM PUTUSAN NOMOR: 303/PID.B/2022/PN.TJK 

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan  

 Dalam proses penegakan hukum pidana, pertimbangan yang diberikan oleh 

hakim sangat krusial dalam menentukan apakah suatu tindakan pidana yang 

dituduhkan kepada terdakwa terbukti atau tidak. Pertimbangan hakim tidak hanya 

didasarkan pada keyakinan pribadi, tetapi juga harus berlandaskan pada bukti-

bukti hukum yang terungkap dalam persidangan, bukti yang sah, dan ketentuan 

hukum yang berlaku. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, hakim akan 

menilai seberapa relevan tindakan terdakwa dengan elemen-elemen tindak pidana 

yang dituduhkan, sehingga keputusan yang diambil bisa mencerminkan kepastian 

hukum, keadilan, dan manfaat hukum.53 

 Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK merupakan putusan perkara pidana 

yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang terhadap 

terdakwa Septa Aditya Kurniawan Bin Nur Rohim. Perkara ini berawal dari 

transaksi jual beli sepeda motor yang dilakukan melalui media sosial Facebook 

dengan metode Cash On Delivery (COD).54 Dalam proses pemeriksaan perkara, 

Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, 

                                                             

53 Muhammad Tio Dermawan dan Itok Dwi Kurniawan, “Pertimbangan Hakim Menjatuhkan 

Putusan Pemidanaan Perkara Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/Pn 

Sng,” Verstek 14, no. 2 (2026): 324–327. 

54 Rendy Freshtiadie et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli 

Online Secara Cash On Delivery,” Jurnal Hukum Jurisdictie 5, no. 2 (2023): 94–114. 
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baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang 

bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.  

 Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, korban Aljun Asaddilla 

bermaksud menjual satu unit sepeda motor Honda CBR 250 RR melalui media 

sosial Facebook dengan mencantumkan nomor WhatsApp yang dapat dihubungi 

calon pembeli. Terdakwa kemudian menghubungi korban dan menyatakan minat 

untuk membeli sepeda motor tersebut. Setelah terjadi kesepakatan harga sebesar 

Rp42.500.000,00, kedua belah pihak sepakat melakukan transaksi secara 

langsung dengan metode Cash On Delivery (COD) di wilayah Bandar 

Lampung.55  

 Sebelum pertemuan dengan korban, terdakwa terlebih dahulu mendatangi 

rumah saksi Irman dengan alasan mencari kontrakan. Setelah melihat kontrakan 

yang ditawarkan, terdakwa menyatakan setuju untuk menyewa kontrakan 

tersebut. Beberapa jam kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi Irman 

bersama korban untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor. Pada saat 

itulah terdakwa mengaku bahwa rumah saksi Irman merupakan rumah orang 

tuanya sehingga korban mempercayai perkataan tersebut.  

 Setelah memperoleh kepercayaan korban, terdakwa meminjam BPKB dan 

STNK sepeda motor dengan alasan akan memperlihatkannya kepada orang 

tuanya. Tidak hanya itu, terdakwa juga meminjam kunci kontak sepeda motor 

dengan alasan hendak memasukkan kendaraan ke halaman rumah. Karena 

percaya terhadap keterangan terdakwa, korban menyerahkan dokumen kendaraan 

                                                             
55 Abdul Rahman, “Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli Online melalui Fitur Cash On 

Delivery pada Aplikasi Marketplace,” Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum 31, no. 2 

(2023): 110–128. 
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dan kunci kontak tersebut. Namun setelah memperoleh penguasaan atas 

kendaraan dan dokumen-dokumen terkait, terdakwa justru membawa kabur 

sepeda motor milik korban tanpa izin. Akibat perbuatan tersebut korban 

mengalami kerugian sebesar Rp42.500.000,00.  

 Dalam proses persidangan, Penuntut Umum menuntut agar terdakwa 

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 

penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. Penuntut Umum juga menuntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 

6 (enam) bulan serta meminta agar barang bukti berupa sepeda motor, BPKB, 

dan STNK dikembalikan kepada korban.  

 Dalam mempertimbangkan perkara tersebut, Majelis Hakim tidak hanya 

memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, tetapi juga memperhatikan alat bukti 

yang diajukan di persidangan. Alat bukti tersebut terdiri atas keterangan saksi 

korban Aljun Asaddilla, keterangan saksi Irman, keterangan terdakwa, serta 

barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda CBR 250 RR, BPKB, STNK, 

dan satu unit telepon genggam milik terdakwa. Seluruh alat bukti tersebut saling 

bersesuaian dan menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa untuk 

memperoleh sepeda motor korban melalui rangkaian kebohongan dan tipu 

muslihat.56 

 Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim 

selanjutnya melakukan penilaian terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut 

Umum untuk menentukan pasal yang paling tepat diterapkan kepada terdakwa. 

                                                             

56 Nyoman Budiana dan I Gede Gatot Kasmariadi, “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti 

Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Online,” Jurnal Hukum Saraswati 6, no. 1 (2024): 628–
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Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap terdakwa, yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut pada bagian 

dakwaan, pembuktian, dan analisis unsur tindak pidana.  

B. Dakwaan Penuntut Umum   

 Dalam sistem peradilan pidana, surat dakwaan memiliki kedudukan yang 

sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili 

suatu perkara pidana. Surat dakwaan memuat uraian mengenai perbuatan yang 

didakwakan kepada terdakwa beserta ketentuan pidana yang dianggap telah 

dilanggar. Dalam perkara Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK, Penuntut Umum 

menggunakan bentuk dakwaan alternatif. Penggunaan dakwaan alternatif 

dilakukan karena perbuatan terdakwa dinilai berpotensi memenuhi lebih dari satu 

ketentuan pidana, sehingga hakim diberikan kewenangan untuk memilih 

dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.57  

1. Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 372 KUHP  

  Pada dakwaan alternatif pertama, Penuntut Umum mendakwa 

terdakwa dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang 

penggelapan. Penuntut Umum mendalilkan bahwa terdakwa dengan sengaja 

dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang berada dalam 

penguasaannya bukan karena kejahatan. Barang yang dimaksud berupa satu 

unit sepeda motor Honda CBR 250 RR warna hitam beserta dokumen 

kendaraan berupa BPKB dan STNK milik korban Aljun Asaddilla.  

  Menurut uraian dakwaan, perbuatan tersebut bermula ketika korban 

menawarkan sepeda motor miliknya melalui media sosial Facebook. 

                                                             
57 Hasvian Joseph, “Analisis Hukum Penetapan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum 

Terhadap Suatu Tindak Pidana,” Jurnal Ilmu Hukum Prima 3, no. 2 (2020): 67–75. 
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Terdakwa kemudian menghubungi korban melalui WhatsApp dan 

menyatakan keinginannya untuk membeli kendaraan tersebut. Setelah terjadi 

kesepakatan harga sebesar Rp42.500.000,00, terdakwa dan korban bertemu 

untuk melakukan transaksi secara langsung dengan metode Cash On Delivery 

(COD). Dalam pertemuan tersebut, terdakwa meminjam BPKB, STNK, dan 

kunci kontak sepeda motor dengan alasan akan memperlihatkannya kepada 

orang tuanya. Setelah memperoleh penguasaan atas kendaraan dan dokumen 

kendaraan tersebut, terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban 

tanpa izin. Akibat perbuatan tersebut korban mengalami kerugian sebesar 

Rp42.500.000,00. Atas dasar tersebut, Penuntut Umum mendakwa terdakwa 

telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 

372 KUHP.58 

2. Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 KUHP  

  Selain mendakwakan Pasal 372 KUHP, Penuntut Umum juga 

mengajukan dakwaan alternatif kedua berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang 

penipuan. Dalam dakwaan ini, Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa 

sejak awal telah memiliki niat untuk memperoleh sepeda motor milik korban 

dengan cara menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.  

  Menurut uraian dakwaan, terdakwa berpura-pura sebagai pembeli 

yang berminat terhadap sepeda motor yang ditawarkan korban melalui 

Facebook. Setelah berhasil meyakinkan korban untuk melakukan transaksi 

secara langsung, terdakwa terlebih dahulu mendatangi rumah saksi Irman dan 

                                                             
58 Khamim dan Nuno Guilhermino Pacheco Magno, “Analisis Yuridis Tindak Pidana 

Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Studi Kasus 2 Perkara 
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berpura-pura mencari kontrakan. Beberapa jam kemudian terdakwa kembali 

ke rumah tersebut bersama korban dan mengaku bahwa rumah saksi Irman 

merupakan rumah orang tuanya. Pernyataan tersebut membuat korban 

percaya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminjam BPKB, STNK, 

dan kunci kontak sepeda motor dengan alasan akan memperlihatkan 

kendaraan tersebut kepada orang tuanya dan memasukkan kendaraan ke 

halaman rumah. Setelah memperoleh kepercayaan korban, terdakwa langsung 

membawa kabur sepeda motor beserta dokumen kendaraan tanpa izin 

pemiliknya. Akibat perbuatan tersebut korban mengalami kerugian sebesar 

Rp42.500.000,00. Berdasarkan uraian tersebut, Penuntut Umum mendakwa 

terdakwa melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 

378 KUHP.59  

  Berdasarkan kedua dakwaan tersebut, terlihat bahwa perbedaan 

mendasar terletak pada cara terdakwa memperoleh penguasaan atas barang 

milik korban. Dakwaan Pasal 372 KUHP menitikberatkan pada perbuatan 

memiliki barang yang telah berada dalam penguasaan pelaku, sedangkan 

dakwaan Pasal 378 KUHP menitikberatkan pada adanya penggunaan tipu 

muslihat atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh barang tersebut. 

Oleh karena itu, pembuktian di persidangan menjadi faktor penentu bagi 

hakim dalam memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang 

terungkap selama proses pemeriksaan perkara.60  

 

                                                             
 59 Dwiky F. A. Wongkar, “Perbuatan Meminjam Barang Sebagai Tindak Pidana Penggelapan 

Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 390 K/Pid/2023,” Lex Privatum 15, no. 2 (2025). 

 60 Prasetya Putra Rondonuwu et al., “Penerapan Hukum Tindak Pidana Penipuan Menurut 
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C. Pembuktian di Persidangan  

 Pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses peradilan 

pidana karena menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan terbukti atau 

tidaknya suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam perkara 

Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK, pembuktian dilakukan melalui pemeriksaan alat 

bukti yang terdiri atas keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti 

yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dari keseluruhan alat bukti tersebut, Majelis 

Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang kemudian digunakan sebagai dasar 

dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.  

1. Keterangan Saksi  

a. Keterangan Saksi Aljun Asaddilla Bin Ramlan  

 Saksi Aljun Asaddilla Bin Ramlan merupakan korban dalam 

perkara ini. Di bawah sumpah, saksi menerangkan bahwa dirinya 

bermaksud menjual satu unit sepeda motor Honda CBR 250 RR 

melalui media sosial Facebook. Setelah iklan tersebut dipublikasikan, 

terdakwa menghubungi saksi melalui aplikasi WhatsApp dan 

menyatakan minat untuk membeli sepeda motor tersebut. Setelah 

melalui proses negosiasi, kedua belah pihak menyepakati harga 

sebesar Rp42.500.000,00 dan sepakat melakukan transaksi dengan 

metode Cash On Delivery (COD) di Bandar Lampung.  

 Saksi menerangkan bahwa pada saat pertemuan berlangsung di 

rumah saksi Irman, terdakwa mengaku bahwa rumah tersebut 

merupakan rumah orang tuanya. Terdakwa kemudian meminjam 
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BPKB dan STNK sepeda motor dengan alasan akan 

memperlihatkannya kepada orang tuanya. Setelah itu terdakwa juga 

meminjam kunci kontak sepeda motor dengan alasan hendak 

memasukkan kendaraan ke halaman rumah. Karena mempercayai 

keterangan terdakwa, saksi menyerahkan dokumen kendaraan dan 

kunci kontak tersebut.61 Namun setelah memperoleh penguasaan atas 

kendaraan, terdakwa justru membawa kabur sepeda motor beserta 

dokumen kendaraan tanpa izin dari saksi. Akibat perbuatan tersebut, 

saksi mengalami kerugian sebesar Rp42.500.000,00.  

b. Keterangan Saksi Irman Bin Ayub  

 Saksi Irman Bin Ayub menerangkan bahwa sebelum kejadian, 

terdakwa datang kepadanya untuk menanyakan kontrakan. Setelah 

melihat kontrakan yang ditawarkan, terdakwa menyatakan setuju 

untuk menyewa kontrakan tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa 

kembali ke rumah saksi bersama korban yang mengendarai sepeda 

motor Honda CBR 250 RR. Pada saat itu saksi tidak menaruh 

kecurigaan terhadap terdakwa dan membiarkan terdakwa berbincang 

dengan korban di bagian depan rumah.  

 Saksi juga menjelaskan bahwa beberapa saat kemudian korban 

memanggil dirinya dan memberitahukan bahwa terdakwa telah 

membawa kabur sepeda motor miliknya. Korban juga menyampaikan 

bahwa terdakwa mengaku sebagai anak dari saksi Irman. Padahal 

saksi Irman menerangkan bahwa dirinya baru mengenal terdakwa 
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beberapa jam sebelum kejadian dan tidak memiliki hubungan keluarga 

dengan terdakwa. Setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi Irman 

membantu korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak 

kepolisian.  

2. Keterangan Terdakwa  

 Dalam persidangan, terdakwa pada pokoknya mengakui 

perbuatannya. Terdakwa menerangkan bahwa dirinya melihat iklan penjualan 

sepeda motor milik korban melalui Facebook dan kemudian menghubungi 

korban melalui WhatsApp. Sejak awal terdakwa telah memiliki niat untuk 

mengambil sepeda motor milik korban dengan berpura-pura menjadi 

pembeli.62 Setelah terjadi kesepakatan harga, terdakwa mengatur pertemuan 

dengan korban menggunakan metode Cash On Delivery (COD).  

 Terdakwa juga mengakui bahwa sebelum bertemu korban, dirinya 

terlebih dahulu mendatangi rumah saksi Irman dengan alasan mencari 

kontrakan. Ketika bertemu dengan korban di rumah tersebut, terdakwa 

mengaku bahwa rumah saksi Irman merupakan rumah orang tuanya. 

Selanjutnya terdakwa meminjam BPKB, STNK, dan kunci kontak sepeda 

motor dengan alasan akan memperlihatkan kendaraan tersebut kepada orang 

tuanya dan memasukkan kendaraan ke halaman rumah. Setelah memperoleh 

penguasaan atas kendaraan dan dokumen kendaraan tersebut, terdakwa 

langsung membawa kabur sepeda motor milik korban menuju daerah Talang 

Padang, Kabupaten Tanggamus. Terdakwa juga mengakui bahwa sepeda 

motor tersebut rencananya akan dijual, namun sebelum sempat menjualnya 
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terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian beserta barang bukti yang 

masih berada dalam penguasaannya.  

3. Barang Bukti  

 Selain keterangan saksi dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum 

juga mengajukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang 

didakwakan. Barang bukti tersebut terdiri atas:  

1. Satu unit sepeda motor Honda CBR 250 warna hitam tahun 2016 

Nomor Polisi BE 5696A OV;  

2. Satu buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor 

Honda CBR 250 warna hitam tahun 2016 Nomor Polisi BE 5696A 

OV atas nama Heriyanto;  

3. Satu buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor 

Honda CBR 250 warna hitam tahun 2016 Nomor Polisi BE 5696A 

OV atas nama Heriyanto;  

4. Satu unit telepon genggam merek Xiaomi warna hitam.  

 Barang bukti tersebut menunjukkan adanya keterkaitan langsung 

antara perbuatan terdakwa dengan objek tindak pidana yang didakwakan. 

Selain itu, barang bukti tersebut juga memperkuat keterangan para saksi dan 

pengakuan terdakwa mengenai terjadinya peristiwa pidana sebagaimana yang 

didakwakan oleh Penuntut Umum.  

 Berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan, 

Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa 

terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut 
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Umum.63 Fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi hakim 

untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang 

didakwakan kepada terdakwa.  

D. Analisis Unsur Tindak Pidana  

 Analisis unsur tindak pidana diperlukan untuk menilai apakah perbuatan 

terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan 

oleh Penuntut Umum dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara 

Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK, hakim menyatakan terdakwa terbukti 

melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. 

Oleh karena itu, analisis dilakukan terhadap unsur-unsur penipuan, 

pertanggungjawaban pidana terdakwa, serta pembuktian yang digunakan hakim 

dalam menjatuhkan putusan.  

1. Analisis Unsur Penipuan Berdasarkan Pasal 378 KUHP  

 Pasal 378 KUHP mengatur bahwa barang siapa dengan maksud 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 

menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian 

kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang, 

dapat dipidana karena penipuan.  

a. Unsur Barang Siapa  

 Unsur "barang siapa" menunjuk kepada setiap orang yang 

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dalam 

perkara ini, subjek hukum yang didakwa adalah Septa Aditya 

Kurniawan Bin Nur Rohim. Identitas terdakwa telah diperiksa di 
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persidangan dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang 

diajukan sebagai terdakwa.64 Oleh karena itu, unsur barang siapa telah 

terpenuhi.  

b. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan 

Hukum  

 Menurut teori penipuan, unsur ini menekankan adanya 

kehendak pelaku untuk memperoleh keuntungan melalui cara yang 

bertentangan dengan hukum. Berdasarkan fakta persidangan, 

terdakwa sejak awal telah memiliki niat untuk mengambil sepeda 

motor milik korban dengan berpura-pura menjadi pembeli setelah 

melihat iklan penjualan kendaraan di Facebook. Bahkan dalam 

keterangannya, terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut 

rencananya akan dijual kembali setelah berhasil dikuasainya.  

 Fakta tersebut menunjukkan bahwa tujuan terdakwa bukan 

untuk melakukan transaksi jual beli secara sah, melainkan untuk 

memperoleh keuntungan dari penguasaan sepeda motor milik korban. 

Dengan demikian, unsur menguntungkan diri sendiri secara melawan 

hukum telah terpenuhi.  

c. Unsur Menggunakan Tipu Muslihat atau Rangkaian Kebohongan 

 Unsur ini merupakan unsur yang paling dominan dalam 

perkara a quo. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa 

menggunakan berbagai cara untuk memperoleh kepercayaan korban. 

                                                             
 64 Nur Aripkah, Kiki Sanata, Khaerunnisa Asufie, dan Rizky Putra Gegana, “Pembaharuan 

Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang 
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Terdakwa berpura-pura sebagai pembeli yang serius, mendatangi 

rumah saksi Irman terlebih dahulu, kemudian mengaku bahwa rumah 

tersebut merupakan rumah orang tuanya. Selain itu, terdakwa juga 

meminjam BPKB, STNK, dan kunci kontak sepeda motor dengan 

alasan akan memperlihatkannya kepada orang tuanya dan 

memasukkan kendaraan ke halaman rumah.65 

 Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya 

kebohongan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk 

meyakinkan korban. Oleh karena itu, unsur tipu muslihat dan 

rangkaian kebohongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 

KUHP telah terpenuhi.  

d. Unsur Menggerakkan Orang Lain Menyerahkan Barang  

 Akibat dari tipu muslihat yang dilakukan terdakwa, korban 

secara sukarela menyerahkan BPKB, STNK, dan kunci kontak sepeda 

motor kepada terdakwa. Penyerahan tersebut terjadi karena korban 

percaya terhadap keterangan yang disampaikan terdakwa. Setelah 

memperoleh penguasaan atas kendaraan dan dokumen kendaraan, 

terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa izin 

korban.  

 Dengan demikian, terdapat hubungan sebab akibat antara 

kebohongan yang dilakukan terdakwa dengan tindakan korban 
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menyerahkan barang miliknya. Oleh karena itu unsur menggerakkan 

orang lain untuk menyerahkan barang telah terpenuhi.66  

 Berdasarkan analisis terhadap seluruh unsur Pasal 378 KUHP, 

dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh 

unsur tindak pidana penipuan sebagaimana yang didakwakan oleh 

Penuntut Umum dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.  

2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa  

 Menurut teori pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat 

dijatuhi pidana apabila memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab, 

adanya kesalahan, serta tidak terdapat alasan yang menghapuskan pidana.  

a. Kemampuan Bertanggung Jawab 

 Berdasarkan identitas terdakwa yang tercantum dalam 

putusan, terdakwa merupakan orang dewasa yang berusia 25 tahun 

pada saat melakukan tindak pidana. Selama proses persidangan tidak 

ditemukan adanya gangguan kejiwaan maupun kondisi lain yang 

dapat menghilangkan kemampuan terdakwa untuk memahami dan 

mengendalikan perbuatannya.67 Oleh karena itu, terdakwa termasuk 

orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana.  

b. Adanya Kesalahan (Mens Rea)  

 Kesalahan dalam perkara ini berbentuk kesengajaan (dolus). 

Kesengajaan tersebut terlihat dari serangkaian tindakan yang 
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dilakukan terdakwa sebelum tindak pidana terjadi. Terdakwa terlebih 

dahulu mencari lokasi yang dapat digunakan untuk meyakinkan 

korban, kemudian menghubungi korban dengan berpura-pura sebagai 

pembeli, serta menyusun alasan-alasan tertentu untuk memperoleh 

BPKB, STNK, dan kunci kontak kendaraan. Fakta tersebut 

menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan yang 

terjadi secara spontan, melainkan telah direncanakan sebelumnya.  

c. Tidak Adanya Alasan Pembenar dan Pemaaf  

 Dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat 

menghapus sifat melawan hukum maupun kesalahan terdakwa. 

Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut karena pembelaan 

terpaksa, perintah jabatan, keadaan darurat, maupun paksaan dari 

pihak lain. Dengan demikian, tidak terdapat alasan pembenar maupun 

alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana 

terdakwa.68 

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, terdakwa dapat 

dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena memiliki 

kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan sengaja, dan 

tidak terdapat alasan yang menghapuskan pidana. 

3. Analisis Pembuktian Berdasarkan Teori Pembuktian Negatif Menurut 

Undang-Undang  

 Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut 

teori pembuktian negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk 
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bewijstheorie). Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa 

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.69  

 Dalam perkara ini, terdapat beberapa alat bukti yang sah, yaitu 

keterangan saksi Aljun Asaddilla, keterangan saksi Irman, keterangan 

terdakwa, dan barang bukti berupa sepeda motor Honda CBR 250 RR, 

BPKB, STNK, serta telepon genggam milik terdakwa. Keterangan para saksi 

saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan diperkuat oleh barang 

bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.  

 Selain terpenuhinya syarat minimal dua alat bukti yang sah, hakim 

juga memperoleh keyakinan bahwa terdakwa merupakan pelaku tindak 

pidana yang didakwakan. Hal ini terlihat dari konsistensi keterangan saksi, 

pengakuan terdakwa, serta keberadaan barang bukti yang secara langsung 

berkaitan dengan tindak pidana tersebut.  

 Dengan demikian, proses pembuktian dalam perkara Nomor 

303/Pid.B/2022/PN.TJK telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP dan 

sesuai dengan teori pembuktian negatif menurut undang-undang. Oleh karena 

itu, putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah memiliki 

dasar pembuktian yang cukup kuat menurut hukum acara pidana.  
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E. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pasal 378 KUHP  

 Dalam Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK, Majelis Hakim menyatakan 

terdakwa Septa Aditya Kurniawan Bin Nur Rohim terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan tersebut 

menunjukkan bahwa hakim memilih dakwaan alternatif kedua yang diajukan oleh 

Penuntut Umum dan mengesampingkan dakwaan alternatif pertama berupa tindak 

pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menentukan 

pasal yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan terdakwa.70  

 Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa sejak 

awal telah diawali dengan serangkaian tindakan yang bertujuan memperoleh 

kepercayaan korban. Terdakwa menghubungi korban melalui WhatsApp setelah 

melihat iklan penjualan sepeda motor di Facebook dan berpura-pura menjadi 

calon pembeli. Setelah tercapai kesepakatan harga, terdakwa mengatur pertemuan 

dengan korban menggunakan metode Cash On Delivery (COD). Sebelum 

pertemuan tersebut, terdakwa terlebih dahulu mendatangi rumah saksi Irman 

dengan alasan mencari kontrakan. Beberapa jam kemudian terdakwa kembali ke 

rumah tersebut bersama korban dan mengaku bahwa rumah saksi Irman 

merupakan rumah orang tuanya. Fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa telah 
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mempersiapkan keadaan yang dapat mendukung kebohongannya agar korban 

percaya dan bersedia melakukan transaksi.71  

 Menurut teori penipuan, unsur yang membedakan penipuan dengan 

penggelapan terletak pada cara pelaku memperoleh penguasaan atas barang milik 

korban. Dalam tindak pidana penggelapan, barang pada awalnya telah berada 

dalam penguasaan pelaku secara sah, kemudian pelaku secara melawan hukum 

menguasai atau memiliki barang tersebut. Sebaliknya, dalam tindak pidana 

penipuan, penguasaan atas barang diperoleh melalui penggunaan tipu muslihat, 

rangkaian kebohongan, nama palsu, atau keadaan palsu yang menyebabkan 

korban menyerahkan barangnya secara sukarela.72  

 Apabila dikaitkan dengan fakta perkara, penguasaan terdakwa atas sepeda 

motor korban tidak diperoleh karena adanya hubungan hukum yang sah 

sebelumnya. Terdakwa memperoleh kesempatan menguasai kendaraan tersebut 

setelah terlebih dahulu menggunakan rangkaian kebohongan. Terdakwa mengaku 

rumah saksi Irman sebagai rumah orang tuanya, meminjam BPKB dan STNK 

dengan alasan akan memperlihatkannya kepada orang tuanya, serta meminjam 

kunci kontak kendaraan dengan alasan akan memasukkan sepeda motor ke 

halaman rumah. Kebohongan-kebohongan tersebut menjadi faktor utama yang 

menyebabkan korban menyerahkan dokumen kendaraan dan kunci kontak kepada 

terdakwa.  
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 Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 378 KUHP 

sudah tepat karena unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan merupakan inti 

dari perbuatan terdakwa. Apabila tidak terdapat kebohongan mengenai identitas 

terdakwa dan hubungan terdakwa dengan saksi Irman, kemungkinan besar korban 

tidak akan menyerahkan BPKB, STNK, maupun kunci kontak sepeda motor. 

Dengan kata lain, penyerahan barang oleh korban terjadi karena korban 

digerakkan oleh kebohongan yang diciptakan terdakwa. 

 Selain itu, fakta persidangan juga menunjukkan bahwa niat terdakwa untuk 

menguasai sepeda motor telah ada sebelum pertemuan dengan korban 

berlangsung. Hal tersebut terlihat dari pengakuan terdakwa yang sejak awal 

menghubungi korban dengan tujuan mengambil sepeda motor yang diiklankan 

melalui Facebook. Bahkan terdakwa telah menyiapkan skenario dengan mencari 

lokasi yang dapat digunakan untuk memperkuat kebohongannya. Fakta tersebut 

menunjukkan adanya kesengajaan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga 

semakin memperkuat terpenuhinya unsur penipuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 378 KUHP.73  

 Di sisi lain, penerapan Pasal 372 KUHP dinilai kurang tepat karena unsur 

utama penggelapan tidak tampak dominan dalam perkara ini. Penguasaan 

terdakwa terhadap kendaraan korban bukanlah penguasaan yang diperoleh secara 

sah berdasarkan hubungan hukum tertentu, melainkan diperoleh melalui tipu daya 

yang dilakukan sejak awal. Oleh sebab itu, unsur penipuan lebih menonjol 

dibandingkan unsur penggelapan.74 
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Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim 

dalam memilih dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 378 KUHP, telah sesuai 

dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun dengan teori 

penipuan dalam hukum pidana. Perbuatan terdakwa secara nyata memenuhi unsur 

penggunaan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan 

korban menyerahkan barang miliknya. Oleh karena itu, putusan hakim yang 

menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan merupakan 

penerapan hukum yang tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

F. Dasar Hukum Yang Digunakan Dalam Putusan Nomor: 

303/Pid.B/2022/PN.TJK  

Landasan hukum menjadi acuan hakim saat menilai, mempertimbangkan, dan 

memutus suatu kasus pidana. Pada Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK, 

Majelis Hakim merujuk pada beberapa ketentuan hukum materiil pidana serta 

hukum acara pidana sebagai fondasi dalam memutus terdakwa. Landasan 

tersebut dipakai untuk menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur 

tindak pidana serta memastikan proses pembuktian dan pemberian sanksi pidana 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.75  

Landasan utama yang dipakai Majelis Hakim pada perkara ini ialah Pasal 378 

Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana 

penipuan. Pasal tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang dengan maksud 

memperoleh keuntungan secara melawan hukum, memakai identitas palsu, 

tipuan, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan 
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barang kepadanya, dapat dipidana atas penipuan. Dalam kasus ini, hakim menilai 

terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 378 KUHP karena terbukti 

memakai tipu‑daya dan kebohongan dalam transaksi jual‑beli sepeda motor lewat 

sistem Cash On Delivery (COD).76  

Selain Pasal 378 KUHP, dalam surat dakwaan Penuntut Umum juga tertera 

Pasal 372 KUHP tentang penggelapan sebagai dakwaan alternatif pertama. 

Pasal 372 KUHP mengatur mengenai kepemilikan barang orang lain yang berada 

dalam penguasaan pelaku tanpa melalui tindakan kejahatan. Penuntut Umum 

mencantumkan pasal tersebut karena perbuatan terdakwa berhubungan dengan 

penguasaan sepeda motor korban yang kemudian dibawa kabur. Namun, setelah 

menimbang fakta‑fakta persidangan, Majelis Hakim lebih memilih menerapkan 

Pasal 378 KUHP karena unsur tipuan dan rangkaian kebohongan lebih menonjol 

dibandingkan unsur penggelapan.  

Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen “barang siapa” pada Pasal 378 

KUHP telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap 

secara fisik dan mental serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas 

perbuatannya. Pengadilan menilai tidak ada pembenaran atau alasan pemaaf yang 

dapat menghilangkan tanggung jawab pidana terdakwa, sehingga ia dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.77  

Selanjutnya, hakim menilai unsur “dengan maksud menguntungkan diri 

sendiri secara melawan hukum” telah terbukti melalui niat terdakwa sejak awal 
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untuk memperoleh sepeda motor korban tanpa membayar harga yang telah 

disepakati. Terdakwa secara sengaja menghubungi korban lewat Facebook dan 

menyamar sebagai pembeli kendaraan, menunjukkan adanya niat jahat (mens 

rea) untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.78  

Hakim juga menilai terpenuhinya unsur “tipu muslihat atau rangkaian 

kebohongan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dalam persidangan 

terungkap bahwa terdakwa mengklaim rumah saksi Irman sebagai rumah orang 

tuanya untuk menambah kepercayaan korban, serta meminjam BPKB, STNK, 

dan kunci motor dengan dalih akan menunjukkan kendaraan itu kepada orang 

tuanya. Kebohongan‑kebohongan itu menjadi sarana utama bagi terdakwa untuk 

menguasai sepeda motor korban, sehingga unsur tipu muslihat dinyatakan 

terpenuhi.79  

Unsur selanjutnya yang dipertimbangkan adalah “menggerakkan orang lain 

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.” Dalam kasus ini, korban 

menyerahkan BPKB, STNK, dan kunci motor karena percaya pada pernyataan 

terdakwa. Penyerahan tersebut terjadi akibat tipu daya dan rangkaian kebohongan 

yang dilakukan terdakwa, sehingga hakim melihat adanya hubungan sebab‑akibat 

antara tindakan terdakwa dan kerugian korban sebesar Rp 42.500.000,00.80  

Selain mengacu pada KUHP, Majelis Hakim juga memakai ketentuan 

Undang‑Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

                                                             
 78 Muhammad Iqbal dan Nur Rochaeti, “Kesengajaan (Opzet) sebagai Unsur Kesalahan dalam 

Hukum Pidana Indonesia,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 2 (2022). 

 79 Fikri Rahman dan Muhammad Syaifuddin, “Pembuktian Unsur Tipu Muslihat dalam 

Tindak Pidana Penipuan Menurut Pasal 378 KUHP,” Jurnal Ius Constituendum 8, no. 1 (2023). 

 80 Dea Novitasari dan Suwardi, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus 

Kerja Sama Usaha,” Jurnal Hukum Lex Generalis 7, no. 7 (2026). 
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sebagai dasar pembuktian. Salah satu pasal yang dijadikan acuan adalah 

Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan 

pidana kecuali sudah memperoleh keyakinan melalui paling sedikit dua alat bukti 

sah bahwa tindak pidana memang terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. 

Keyakinan hakim dalam perkara ini diperoleh dari keterangan saksi, pernyataan 

terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan.  

Majelis Hakim juga merujuk pada Pasal 184 KUHAP yang mengatur 

mengenai alat bukti sah dalam perkara pidana. Menurut pasal tersebut, alat bukti 

sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan pernyataan 

terdakwa. Dalam kasus ini, hakim memanfaatkan keterangan saksi korban, saksi 

Irman, pengakuan terdakwa, serta barang bukti berupa sepeda motor, BPKB, 

STNK, dan telepon genggam untuk membuktikan kesalahan terdakwa.  

Dasar hukum lain yang dipakai hakim ialah ketentuan KUHAP tentang 

penangkapan dan penahanan. Hal ini terlihat ketika hakim memutuskan bahwa 

seluruh waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan 

dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selain itu, hakim memerintahkan 

terdakwa tetap berada dalam tahanan karena terdapat alasan yang cukup sesuai 

dengan ketentuan hukum acara pidana.  

Dalam menjatuhkan pidana, hakim memperhitungkan faktor-faktor yang 

memberatkan dan meringankan. Faktor memberatkan meliputi kerugian materiil 

yang diderita korban serta gangguan yang ditimbulkan dalam transaksi jual‑beli 

online dengan sistem COD. Faktor meringankan mencakup sikap sopan terdakwa 

selama persidangan, pengakuan serta penyesalan atas perbuatannya, dan fakta 

bahwa ia belum pernah dihukum sebelumnya. Pertimbangan‑pertimbangan itu 
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menjadi dasar hakim dalam menentukan lama hukuman.81  

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK 

menunjukkan pentingnya konsep pertanggungjawaban pidana dalam penerapan 

ketentuan Pasal 378 KUHP terhadap pelaku tindak pidana penipuan. 

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan adanya perbuatan 

yang memenuhi rumusan delik, tetapi juga dengan dapat 

dipertanggungjawabkannya perbuatan tersebut kepada pelaku berdasarkan 

ketentuan hukum yang berlaku. Akibatnya, terdakwa dijatuhi pidana penjara 

selama dua tahun. Putusan ini mencerminkan bahwa hakim tidak hanya 

menerapkan ketentuan materiil pidana, melainkan juga memanfaatkan aturan 

hukum acara pidana dalam proses pembuktian dan penjatuhan hukuman, 

sehingga keputusan yang dihasilkan mempunyai dasar hukum yang kuat dan 

sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.  

                                                             
 81 Ahmad Rifai, “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif,” Jurnal 

Yudisial 15, no. 3 (2022). 
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BAB IV  

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA 

PENYALAHGUNAAN E-COMMERCE DENGAN METODE COD DALAM 

PUTUSAN NOMOR 303/PID.B/2022/PN.TJK  

A. Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi COD Menurut 

Perspektif Hukum Pidana Islam  

Perkembangan sistem transaksi digital melalui e-commerce mempermudah 

masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas jual beli. Salah satu metode pembayaran 

yang popular adalah Cash On Delivery (COD), dimana pembayaran terjadi saat 

pembeli telah menerima barang. Walaupun tujuan dari sistem ini adalah untuk 

memberikan rasa aman kepada konsumen, kenyataannya, COD juga dapat 

disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk perpetrasi penipuan atau 

penyalahgunaan dalam transaksi elektronik. Dari sudut pandang Hukum Pidana 

Islam, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai perilaku yang melanggar hukum 

karena bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, serta larangan untuk 

mengambil harta orang lain secara tidak sah.82  

Tindakan yang melanggar hukum dalam transaksi COD dapat terlihat dari 

adanya manipulasi, pengajuan informasi yang tidak benar, atau penggunaan 

identitas tertentu untuk menipu korban. Dalam dunia e-commerce, pelaku dapat 

menerapkan berbagai cara, seperti mengirimkan barang yang tidak sesuai, 

memalsukan keterangan produk, hingga memanfaatkan celah dalam sistem 

pembayaran COD untuk meraih keuntungan secara ilegal. Tindakan tersebut 

                                                             
 82 Gita Sari Sania, Wildan Miftahussurur, dan Nur Azizah, “Analysis of the COD Payment 

System in Buying and Selling Transactions from the Perspective of Islamic Law,” Aghnina: Jurnal 

Hukum Ekonomi Syari’ah 2, no. 1 (2025): 46–60. 
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dalam Hukum Pidana Islam termasuk dalam kategori tadlis, yaitu penipuan, 

karena mengandung unsur menyembunyikan cacat atau memberikan informasi 

yang salah kepada pihak lain dalam suatu transaksi.83  

Selain aspek tadlis, penyalahgunaan sistem COD juga bisa mencakup elemen 

gharar, yaitu adanya ambiguitas atau ketidakpastian dalam objek transaksi yang 

merugikan salah satu pihak. Elemen gharar muncul ketika barang yang diterima 

oleh pembeli tidak sesuai dengan informasi yang diberikan atau bahkan tidak 

memiliki nilai sebagaimana yang dijanjikan. Dalam pandangan Islam, transaksi 

yang mengandung gharar dilarang karena dapat menimbulkan konflik dan 

ketidakadilan dalam hubungan muamalah.  

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I, Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-

Muṭaffifīn ayat 1–3 yang menjelaskan larangan melakukan kecurangan dalam 

transaksi. Meskipun ayat tersebut secara tekstual berbicara mengenai orang-orang 

yang mengurangi takaran dan timbangan, substansi hukum yang terkandung di 

dalamnya memiliki makna yang lebih luas, yaitu larangan mengambil hak orang 

lain melalui cara yang tidak jujur. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam seluruh 

aktivitas muamalah, termasuk transaksi elektronik yang berkembang pada era 

digital saat ini.  

Dalam perkara Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK, terdakwa 

melakukan serangkaian tipu muslihat dengan berpura-pura sebagai pembeli 

sepeda motor melalui sistem Cash On Delivery (COD). Setelah memperoleh 

kepercayaan korban, terdakwa membawa sepeda motor beserta dokumen 

                                                             
 83 Kamil Rafi Muhammad, Muhammad Andy Prananto, dan Baidhowi, “Praktik Gharar dan 

Tadlis pada Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Relevansinya 

dengan Hukum Positif,” Jurnal Inovasi Nusantara (JINU) 3, no. 3 (2026): 82–95. 
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kepemilikannya tanpa melakukan pembayaran sebagaimana yang telah disepakati. 

Perbuatan tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan untuk memperoleh 

keuntungan secara melawan hukum melalui kebohongan yang mengakibatkan 

kerugian pada pihak korban.  

Apabila dianalisis berdasarkan QS. Al-Muṭaffifīn ayat 1–3, tindakan 

terdakwa memiliki substansi yang sama dengan perbuatan yang dilarang dalam 

ayat tersebut, yaitu memperoleh manfaat dengan cara mengurangi atau 

menghilangkan hak orang lain. Walaupun bentuk kecurangan dalam perkara ini 

tidak berupa pengurangan takaran atau timbangan, melainkan penyalahgunaan 

mekanisme pembayaran COD, esensi pelanggarannya tetap sama, yakni adanya 

ketidakjujuran yang mengakibatkan hilangnya hak milik korban. Dengan 

demikian, penyalahgunaan sistem COD merupakan bentuk modern dari praktik 

kecurangan dalam muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat 

Islam.  

Larangan tersebut juga diperkuat oleh hadis Rasulullah saw. yang 

diriwayatkan oleh Imam Muslim:  

"Barang siapa menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami." (HR. 

Muslim No. 101)  

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk penipuan merupakan 

perbuatan yang dilarang dalam Islam tanpa membedakan media maupun cara 

yang digunakan. Oleh karena itu, meskipun tindak pidana dalam perkara ini 

dilakukan melalui sarana elektronik dan sistem pembayaran COD, hakikat 

perbuatannya tetap termasuk dalam kategori tadlis (penipuan) yang bertentangan 

dengan prinsip kejujuran (ṣidq), amanah, dan keadilan dalam transaksi.  
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Selain mengandung unsur tadlis, perbuatan terdakwa juga bertentangan 

dengan tujuan syariat Islam (maqāṣid al-syarī‘ah), khususnya dalam menjaga 

harta (ḥifẓ al-māl). Perlindungan terhadap harta merupakan salah satu tujuan 

pokok syariat yang mewajibkan setiap orang menghormati hak milik orang lain 

dan melarang segala bentuk penguasaan harta secara batil. Tindakan terdakwa 

yang menguasai sepeda motor korban tanpa melakukan pembayaran telah 

merusak perlindungan terhadap hak kepemilikan sehingga bertentangan dengan 

tujuan utama hukum pidana Islam.  

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan terdakwa 

dalam Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK tidak hanya memenuhi unsur 

tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, tetapi juga 

bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam. Penyalahgunaan sistem 

Cash On Delivery (COD) dilakukan melalui tipu muslihat yang menyebabkan 

korban menyerahkan harta bendanya atas dasar kepercayaan yang 

disalahgunakan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai kejujuran (ṣidq), 

amanah, keadilan, serta perlindungan terhadap hak milik yang menjadi prinsip 

utama dalam muamalah Islam. Selain itu, tindakan terdakwa juga tidak sejalan 

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Al-Muṭaffifīn ayat 1–3 dan hadis 

Rasulullah saw. yang melarang segala bentuk penipuan dan kecurangan dalam 

transaksi. 

B. Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Sistem COD 

Menurut Hukum Pidana Islam  

Analisis pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam terhadap 

pelaku penyalahgunaan sistem Cash On Delivery (COD) pada Putusan Nomor 
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303/Pid.B/2022/PN.TJK menunjukkan bahwa terdakwa dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas perbuatannya karena telah memenuhi unsur-unsur 

mas'uliyyah al-jina'iyyah. Dalam Hukum Pidana Islam, pertanggungjawaban 

pidana tidak hanya didasarkan pada terbuktinya suatu perbuatan yang dilarang 

syariat, tetapi juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab (ahliyah 

al-ada'), unsur kesengajaan (al-qasd al-jina'i), serta tidak adanya alasan yang 

menghapus pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, analisis dalam subbab 

ini difokuskan pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tersebut berdasarkan 

fakta-fakta yang terungkap dalam Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK. 

Pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam mensyaratkan adanya 

kemampuan bertanggung jawab (ahliyah al-ada’). Seseorang hanya dapat 

dibebani pertanggungjawaban apabila telah mencapai usia baligh, berakal sehat, 

dan memiliki kesadaran atas konsekuensi dari perbuatannya. Berdasarkan fakta 

persidangan, terdakwa merupakan orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani 

serta tidak berada dalam keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban 

pidana, seperti paksaan (ikrah) ataupun gangguan kejiwaan. Dengan demikian, 

terdakwa berkedudukan sebagai mukallaf yang memiliki kapasitas hukum untuk 

mempertanggungjawabkan tindakannya.  

Aspek lain yang menguatkan adanya pertanggungjawaban pidana ialah unsur 

kesengajaan (al-qasd al-jina’i). Fakta yang terungkap di persidangan 

menunjukkan bahwa terdakwa telah memiliki niat untuk menguasai sepeda motor 

milik korban sejak awal. Niat tersebut diwujudkan melalui tindakan menghubungi 

korban setelah melihat iklan penjualan sepeda motor di media sosial Facebook 

dan menyepakati transaksi menggunakan sistem COD. Selain itu, terdakwa 
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terlebih dahulu mendatangi rumah saksi Irman dengan alasan mencari kontrakan, 

kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk meyakinkan korban bahwa rumah 

tersebut merupakan rumah orang tuanya. Atas dasar kepercayaan tersebut, korban 

menyerahkan BPKB, STNK, dan kunci kendaraan kepada terdakwa. Rangkaian 

perbuatan tersebut menunjukkan adanya kehendak yang disengaja untuk 

memperoleh keuntungan secara melawan hukum.  

Dari perspektif hukum Islam, perbuatan terdakwa mengandung unsur gharar 

dan penipuan (tadlis) dalam transaksi muamalah. Unsur gharar tercermin dari 

adanya ketidakjelasan dan penyalahgunaan kepercayaan dalam pelaksanaan akad, 

sedangkan unsur tadlis terlihat dari tindakan terdakwa yang memberikan 

keterangan tidak benar guna mempengaruhi kehendak korban. Akibat perbuatan 

tersebut, korban menyerahkan barang dan dokumen kendaraan atas dasar 

keyakinan yang keliru. Dengan demikian, transaksi tersebut tidak memenuhi 

prinsip keterbukaan dan kejujuran yang menjadi landasan dalam akad 

muamalah.84  

Akad jual beli yang dilakukan para pihak juga tidak memenuhi prinsip 

kerelaan (an-taradhin) sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam. Suatu akad 

hanya dapat dianggap sah apabila dilaksanakan atas dasar kerelaan dan itikad baik 

dari para pihak yang bertransaksi. Dalam perkara ini, terdakwa sejak awal tidak 

memiliki niat untuk memenuhi kewajibannya sebagai pembeli, melainkan 

bermaksud menguasai barang milik korban. Oleh karena itu, akad yang terjadi 

mengandung cacat kehendak dan tidak memenuhi syarat keabsahan akad menurut 
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syariat.  

Dalam perspektif fikih jinayah, perbuatan terdakwa termasuk ke dalam 

kategori jarimah ta’zir karena tidak terdapat ketentuan sanksi secara khusus dalam 

Al-Qur’an maupun Hadis mengenai penyalahgunaan transaksi elektronik. 

Penentuan jenis dan berat sanksi terhadap pelaku diserahkan kepada ulil amri atau 

hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, 

serta kemaslahatan masyarakat.  

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam tidak hanya berorientasi pada 

pemberian hukuman, tetapi juga pada pemulihan hak korban. Oleh karena itu, 

pelaku pada prinsipnya dibebani kewajiban untuk mengembalikan atau mengganti 

kerugian yang ditimbulkan (dhaman).85 Konsep ini menunjukkan bahwa hukum 

pidana Islam menempatkan keadilan restoratif sebagai bagian penting dalam 

penyelesaian suatu tindak pidana.  

Penjatuhan pidana penjara selama dua tahun terhadap terdakwa dalam putusan 

a quo dapat dipandang sebagai bentuk penerapan sanksi ta’zir dalam sistem 

hukum modern. Sanksi tersebut tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan 

penderitaan kepada pelaku, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan (zajr), 

perbaikan perilaku (islah), dan perlindungan terhadap masyarakat dari 

kemungkinan terulangnya tindak pidana serupa.  

Apabila dikaitkan dengan maqashid al-syariah, pertanggungjawaban pidana 

terhadap terdakwa sejalan dengan tujuan perlindungan harta (hifz al-mal).86 

Penyalahgunaan sistem COD tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban 
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secara individual, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap transaksi elektronik.87 Oleh karena itu, penegakan hukum 

terhadap pelaku merupakan bentuk perlindungan syariat terhadap hak kepemilikan 

serta terciptanya ketertiban dalam aktivitas muamalah.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam 

Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK telah memenuhi unsur-unsur 

pertanggungjawaban pidana menurut Hukum Pidana Islam, yakni adanya 

kemampuan bertanggung jawab, unsur kesengajaan, unsur gharar dan penipuan 

dalam akad, serta timbulnya kerugian nyata bagi korban. Oleh karena itu, 

perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai jarimah ta’zir yang penjatuhan 

sanksinya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan 

dan rasa keadilan dalam masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyalahgunaan E-commerce melalui 

metode Cash On Delivery (COD) dalam Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Terdakwa berpura-pura menjadi pembeli sepeda motor yang ditawarkan 

melalui media sosial Facebook dan melakukan transaksi dengan mekanisme 

COD. Setelah memperoleh kepercayaan korban, terdakwa berhasil menguasai 

sepeda motor beserta dokumen kepemilikannya dan kemudian membawa 

kabur barang tersebut tanpa melakukan pembayaran. Perbuatan tersebut 

menimbulkan kerugian materiil bagi korban serta mengganggu kepercayaan 

masyarakat terhadap keamanan transaksi elektronik berbasis COD.  

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada 

terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penipuan, alat bukti yang sah, serta 

fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim mempertimbangkan 

keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan 

sehingga memperoleh keyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan 

telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Selain itu, hakim 

juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa 

sebelum menjatuhkan pidana. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa 

putusan telah didasarkan pada prinsip pembuktian dalam hukum pidana serta 

teori pertanggungjawaban pidana yang menekankan adanya kesalahan dan 

kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku.  
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3. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan terdakwa dapat 

dikategorikan sebagai perbuatan yang mengandung unsur penipuan (tadlis) 

dan merugikan pihak lain sehingga bertentangan dengan prinsip kejujuran, 

keadilan, dan amanah dalam muamalah. Meskipun tidak termasuk jarimah 

hudud maupun qisas, perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi ta’zir karena 

merupakan tindak pidana yang tidak ditentukan secara khusus bentuk 

hukumannya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penjatuhan sanksi ta’zir bertujuan 

memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi hak korban, menjaga 

kemaslahatan masyarakat, serta mencegah terulangnya perbuatan serupa 

dalam transaksi elektronik.  

B. Saran 

1. Bagi aparat penegak hukum, perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan 

hukum terhadap tindak pidana yang memanfaatkan sistem transaksi 

elektronik, khususnya transaksi dengan metode COD. Selain itu, kemampuan 

dalam pembuktian kejahatan digital juga perlu terus ditingkatkan agar 

penanganan perkara dapat dilakukan secara lebih efektif dan memberikan 

kepastian hukum bagi masyarakat.  

2. Bagi platform E-commerce, diperlukan penguatan sistem verifikasi identitas 

pengguna, pengawasan terhadap aktivitas transaksi, serta mekanisme 

keamanan yang lebih ketat guna meminimalkan potensi penyalahgunaan 

sistem COD oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.  

3. Bagi masyarakat, baik sebagai konsumen maupun penjual, hendaknya lebih 

berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik. Verifikasi identitas pihak 

yang bertransaksi, pemeriksaan dokumen pendukung, serta pemahaman 



88 

 

 

 

mengenai risiko transaksi online perlu ditingkatkan untuk menghindari 

terjadinya penipuan.  

4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian mengenai tindak pidana 

dalam transaksi digital perlu terus dikembangkan, terutama yang berkaitan 

dengan bentuk-bentuk kejahatan baru dalam E-commerce serta relevansinya 

dengan hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam, sehingga dapat 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan pembaruan 

regulasi di masa mendatang.  
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	Secara menyeluruh, teori ini menegaskan bahwa penjatuhan sanksi pidana harus didasarkan pada pertimbangan multidimensional yang mencakup aspek hukum, sosial, dan etis. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan tujuan retributif, reh...
	3. Teori Ta’zir dalam Hukum Pidana Islam
	Dalam hukum pidana Islam, sanksi dibagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu ḥudūd, qiṣāṣ-diyāt, dan ta‘zīr. Ta‘zīr merupakan jenis sanksi yang bentuk dan kadar hukumannya tidak ditentukan secara limitatif dalam nash, melainkan diserahkan kepada kebij...
	Dari segi dasar hukum, meskipun kadar hukuman ta’zir tidak diatur secara eksplisit dalam nash, keberadaannya tetap memiliki legitimasi normatif yang kuat. Prinsip-prinsip umum dalam Al-Qur’an dan Hadis, seperti kewajiban menegakkan keadilan, amar ma’...
	Apabila dikaji lebih mendalam, fleksibilitas ta’zir berakar pada prinsip maqashid al-shari’ah (tujuan-tujuan syariat). Dalam perspektif ini, setiap ketentuan hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, ta’zi...
	Dalam konsep uqubah ta’zir, penjatuhan sanksi diarahkan pada: pertama, pembinaan (ta’dīb), yaitu upaya mendidik dan membina pelaku agar menyadari kesalahan yang telah diperbuat serta memahami dampak negatif dari tindakannya, baik terhadap diri sendir...
	Ta’dīb tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada proses perbaikan (islāh) yang menekankan perubahan sikap dan peningkatan kualitas akhlak. Penjatuhan sanksi Pendekatan ini menunjukkan bahwa ta‘zīr bersifat adaptif dan dapat me...
	Kedua, pencegahan (zajr), yakni memberikan efek jera yang proporsional agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat luas. Unsur pencegahan ini penting untuk menjaga stabilitas dan ketertiban sosial, karena k...
	Ketiga, perlindungan kepentingan umum, yaitu menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Penjatuhan sanksi dalam kerangka ini bertujuan melindungi nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan bersama, seperti keam...
	Bentuk-bentuk sanksi ta’zir terdapat beragam, tergantung pada tingkat pelanggaran, dampak sosial, dan kebijakan penguasa atau hakim. Beberapa bentuk umum sanksi ta’zir meliputi:
	a. Teguran lisan, yaitu peringatan atau nasihat langsung kepada pelaku untuk menghentikan perbuatannya.
	b. Denda atau pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi atas pelanggaran.
	c. Kurungan atau penahanan sementara untuk tujuan rehabilitatif dan pencegahan pengulangan tindak pidana.
	d. Pengucilan sosial atau stigma, berupa konsekuensi sosial yang menimbulkan efek jera dan menjaga moral masyarakat.
	e. Hukuman administratif yang terkait dengan peraturan organisasi, pekerjaan, atau institusi tertentu, seperti pencabutan izin, penghentian jabatan, atau larangan menjalankan aktivitas tertentu.
	f. Pekerjaan sosial atau kewajiban memperbaiki kerusakan, di mana pelaku diwajibkan melakukan tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat atau memperbaiki kerusakan yang diakibatkan perbuatannya.
	Ketiadaan ketentuan kadar hukuman yang baku dalam nash memberikan keleluasaan bagi penguasa atau hakim untuk menyesuaikan bentuk dan tingkat sanksi ta’zir sesuai konteks kasus dan tingkat kesalahan, sehingga tetap relevan untuk menangani pelanggaran ...

	H. Metode Penelitian
	1. Pendekatan dan jenis penelitian
	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan penelitian hukum normative yuridis berdasarkan perbandingan (coparative approach), permasalahan kasus (case approach), dan perundang-undangan (statue approach). Penelitian Normatif sendi...
	penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yang diarahkan kepada pencarian data atau informasi melalui dokumen dokumen, baik itu dokumen tertulis, foto, gambar, jurnal, perundangundangan, maupun dokumen elektronik yang dapat menduk...
	2. Jenis dan sumber data
	Untuk membangun analisis yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji, penelitian ini menggunakan sumber data primer yang secara langsung berkaitan dengan aspek normatif dan yuridis dari objek penelitian. Sumber data tersebut meliputi pe...
	Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK sebagai objek utama kajian untuk menelaah penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan E-COMMERCE melalui metode pembayaran Cash On De...
	Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder yang berfungsi untuk memberikan penjelasan, analisis, dan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang relevan. Sumber sekunder tersebut meliputi literatur hukum pidana, hukum pidana Islam, serta kebij...
	3. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data
	Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah dan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelitian yuridis normatif menitikberatkan pada kajian t...
	Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum yang relevan, meliputi buku-buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta skrip...


	BAB II  BENTUK TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN E-COMMERCE MELALUI METODE CASH ON DELIVERY (COD) DALAM PUTUSAN NOMOR 303/PID.B/2022/PN.TJK
	A. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan E-commerce Melalui Metode Cash On Delivery (COD)
	B. Bentuk Tindak Pidana Penyalahgunaan E-commerce dengan Metode Cash On Delivery (COD) dalam Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK
	Analisis terhadap tindak pidana penyalahgunaan sistem e-commerce dengan metode Cash On Delivery (COD) dalam Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK tidak dapat dilepaskan dari pemahaman atas kronologi perkara yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim. ...
	Perkara ini bermula ketika Aljun Asaddilla selaku korban bermaksud menjual satu unit sepeda motor Honda CBR 250 RR miliknya melalui media sosial Facebook dengan mencantumkan nomor WhatsApp yang dapat dihubungi oleh calon pembeli. Melalui unggahan ter...
	Sebelum transaksi dilaksanakan, terdakwa terlebih dahulu menemui Irman dengan alasan mencari tempat kontrakan. Setelah melihat kontrakan yang ditawarkan, terdakwa menyatakan kesediaannya untuk menyewa tempat tersebut dan kemudian meninggalkan lokasi....
	Setelah memperoleh kepercayaan korban, terdakwa meminjam BPKB dan STNK sepeda motor dengan alasan akan memperlihatkan dokumen kendaraan tersebut kepada orang tuanya sebelum transaksi dilakukan. Selanjutnya, terdakwa juga meminta kunci kontak sepeda m...
	Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah berhasil membawa sepeda motor milik korban, terdakwa menuju wilayah Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, dengan rencana menjual kendaraan tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi. Akibat per...
	Berdasarkan kronologi tersebut, dapat dipahami bahwa penyalahgunaan metode Cash On Delivery (COD) dalam perkara ini dilakukan melalui serangkaian tindakan yang dirancang untuk memperoleh kepercayaan korban. Terdakwa memanfaatkan media sosial Facebook...
	Selanjutnya, terdakwa menciptakan keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dengan mengaku bahwa rumah yang digunakan sebagai lokasi transaksi merupakan rumah orang tuanya. Melalui rangkaian tipu muslihat tersebut, terdakwa berhasil menggerakkan kor...
	Perkara ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan tidak selalu dilakukan dengan kekerasan atau ancaman. Dalam kasus ini, terdakwa menggunakan pendekatan persuasif dan membangun kepercayaan korban terlebih dahulu sebelum akhirnya membawa kabur...
	Pembahasan mengenai bentuk tindak pidana penyalahgunaan E-commerce melalui metode Cash On Delivery (COD) dalam Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan dengan cara menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohon...

	BAB III  PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI SISTEM COD DALAM PUTUSAN NOMOR: 303/PID.B/2022/PN.TJK
	A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan
	Dalam proses penegakan hukum pidana, pertimbangan yang diberikan oleh hakim sangat krusial dalam menentukan apakah suatu tindakan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti atau tidak. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada keyakinan pri...
	Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK merupakan putusan perkara pidana yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang terhadap terdakwa Septa Aditya Kurniawan Bin Nur Rohim. Perkara ini berawal dari transaksi jual beli sepeda motor ya...
	Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, korban Aljun Asaddilla bermaksud menjual satu unit sepeda motor Honda CBR 250 RR melalui media sosial Facebook dengan mencantumkan nomor WhatsApp yang dapat dihubungi calon pembeli. Terdakwa kemudian m...
	Sebelum pertemuan dengan korban, terdakwa terlebih dahulu mendatangi rumah saksi Irman dengan alasan mencari kontrakan. Setelah melihat kontrakan yang ditawarkan, terdakwa menyatakan setuju untuk menyewa kontrakan tersebut. Beberapa jam kemudian terd...
	Setelah memperoleh kepercayaan korban, terdakwa meminjam BPKB dan STNK sepeda motor dengan alasan akan memperlihatkannya kepada orang tuanya. Tidak hanya itu, terdakwa juga meminjam kunci kontak sepeda motor dengan alasan hendak memasukkan kendaraan ...
	Dalam proses persidangan, Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penuntut Umum juga menuntut pidana penj...
	Dalam mempertimbangkan perkara tersebut, Majelis Hakim tidak hanya memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, tetapi juga memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan. Alat bukti tersebut terdiri atas keterangan saksi korban Aljun Asaddilla, kete...
	B. Dakwaan Penuntut Umum
	Dalam sistem peradilan pidana, surat dakwaan memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana. Surat dakwaan memuat uraian mengenai perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bes...
	1. Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 372 KUHP
	Pada dakwaan alternatif pertama, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan. Penuntut Umum mendalilkan bahwa terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang b...
	Menurut uraian dakwaan, perbuatan tersebut bermula ketika korban menawarkan sepeda motor miliknya melalui media sosial Facebook. Terdakwa kemudian menghubungi korban melalui WhatsApp dan menyatakan keinginannya untuk membeli kendaraan tersebut. Sete...
	2. Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 KUHP
	Selain mendakwakan Pasal 372 KUHP, Penuntut Umum juga mengajukan dakwaan alternatif kedua berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dalam dakwaan ini, Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa sejak awal telah memiliki niat untuk memperoleh sepeda...
	Menurut uraian dakwaan, terdakwa berpura-pura sebagai pembeli yang berminat terhadap sepeda motor yang ditawarkan korban melalui Facebook. Setelah berhasil meyakinkan korban untuk melakukan transaksi secara langsung, terdakwa terlebih dahulu mendata...
	Berdasarkan kedua dakwaan tersebut, terlihat bahwa perbedaan mendasar terletak pada cara terdakwa memperoleh penguasaan atas barang milik korban. Dakwaan Pasal 372 KUHP menitikberatkan pada perbuatan memiliki barang yang telah berada dalam penguasaa...
	C. Pembuktian di Persidangan
	Pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam perkara Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK, pem...
	1. Keterangan Saksi
	a. Keterangan Saksi Aljun Asaddilla Bin Ramlan
	Saksi Aljun Asaddilla Bin Ramlan merupakan korban dalam perkara ini. Di bawah sumpah, saksi menerangkan bahwa dirinya bermaksud menjual satu unit sepeda motor Honda CBR 250 RR melalui media sosial Facebook. Setelah iklan tersebut dipublikasikan, terd...
	Saksi menerangkan bahwa pada saat pertemuan berlangsung di rumah saksi Irman, terdakwa mengaku bahwa rumah tersebut merupakan rumah orang tuanya. Terdakwa kemudian meminjam BPKB dan STNK sepeda motor dengan alasan akan memperlihatkannya kepada orang ...
	b. Keterangan Saksi Irman Bin Ayub
	Saksi Irman Bin Ayub menerangkan bahwa sebelum kejadian, terdakwa datang kepadanya untuk menanyakan kontrakan. Setelah melihat kontrakan yang ditawarkan, terdakwa menyatakan setuju untuk menyewa kontrakan tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa kembal...
	Saksi juga menjelaskan bahwa beberapa saat kemudian korban memanggil dirinya dan memberitahukan bahwa terdakwa telah membawa kabur sepeda motor miliknya. Korban juga menyampaikan bahwa terdakwa mengaku sebagai anak dari saksi Irman. Padahal saksi Irm...
	2. Keterangan Terdakwa
	Dalam persidangan, terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya. Terdakwa menerangkan bahwa dirinya melihat iklan penjualan sepeda motor milik korban melalui Facebook dan kemudian menghubungi korban melalui WhatsApp. Sejak awal terdakwa telah memilik...
	Terdakwa juga mengakui bahwa sebelum bertemu korban, dirinya terlebih dahulu mendatangi rumah saksi Irman dengan alasan mencari kontrakan. Ketika bertemu dengan korban di rumah tersebut, terdakwa mengaku bahwa rumah saksi Irman merupakan rumah orang ...
	3. Barang Bukti
	Selain keterangan saksi dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan. Barang bukti tersebut terdiri atas:
	D. Analisis Unsur Tindak Pidana
	E. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pasal 378 KUHP
	F. Dasar Hukum Yang Digunakan Dalam Putusan Nomor: 303/Pid.B/2022/PN.TJK

	BAB IV  TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN E-COMMERCE DENGAN METODE COD DALAM PUTUSAN NOMOR 303/PID.B/2022/PN.TJK
	A. Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi COD Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam
	B. Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Sistem COD Menurut Hukum Pidana Islam
	Analisis pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam terhadap pelaku penyalahgunaan sistem Cash On Delivery (COD) pada Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK menunjukkan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena tel...
	Pertanggungjawaban pidana dalam Hukum Pidana Islam mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab (ahliyah al-ada’). Seseorang hanya dapat dibebani pertanggungjawaban apabila telah mencapai usia baligh, berakal sehat, dan memiliki kesadaran atas kons...
	Aspek lain yang menguatkan adanya pertanggungjawaban pidana ialah unsur kesengajaan (al-qasd al-jina’i). Fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa telah memiliki niat untuk menguasai sepeda motor milik korban sejak awal. Niat ters...
	Dari perspektif hukum Islam, perbuatan terdakwa mengandung unsur gharar dan penipuan (tadlis) dalam transaksi muamalah. Unsur gharar tercermin dari adanya ketidakjelasan dan penyalahgunaan kepercayaan dalam pelaksanaan akad, sedangkan unsur tadlis ter...
	Akad jual beli yang dilakukan para pihak juga tidak memenuhi prinsip kerelaan (an-taradhin) sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam. Suatu akad hanya dapat dianggap sah apabila dilaksanakan atas dasar kerelaan dan itikad baik dari para pihak yang bert...
	Dalam perspektif fikih jinayah, perbuatan terdakwa termasuk ke dalam kategori jarimah ta’zir karena tidak terdapat ketentuan sanksi secara khusus dalam Al-Qur’an maupun Hadis mengenai penyalahgunaan transaksi elektronik. Penentuan jenis dan berat sank...
	Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga pada pemulihan hak korban. Oleh karena itu, pelaku pada prinsipnya dibebani kewajiban untuk mengembalikan atau mengganti kerugian yang ditimbulkan...
	Penjatuhan pidana penjara selama dua tahun terhadap terdakwa dalam putusan a quo dapat dipandang sebagai bentuk penerapan sanksi ta’zir dalam sistem hukum modern. Sanksi tersebut tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, ...
	Apabila dikaitkan dengan maqashid al-syariah, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa sejalan dengan tujuan perlindungan harta (hifz al-mal).  Penyalahgunaan sistem COD tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban secara individual, tetapi juga be...
	Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam Putusan Nomor 303/Pid.B/2022/PN.TJK telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Hukum Pidana Islam, yakni adanya kemampuan bertanggung jawab, unsur kesengajaan, unsur...
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